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ANDI DETTIA ATI CAWA (B111 11 104) Tinjauan Yuridis Terhadap 
Tindak Pidana Menikah Lagi Tanpa Izin Dari Pasangan Perkawinan 
Sebelumnya Studi Kasus Putusan Nomor: 1416/Pid-B/2014/Pn.Mks, 
dibawah bimbingan Muhadar selaku Pembimbing I dan Haeranah selaku 
Pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana 
materil terhadap pelaku tindak pidana menikah lagi  tanpa izin dari 
pasangan perkawinan sebelumnya dan untuk mengetahui dasar 
pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku 
tindak pidana menikah lagi tanpa izin dari istri sebelumnya dalam putusan 
perkara No 1416/Pid.B/2014/PN.MKS. 
Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar, 
Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin, dan Perpustakaan Fakultas 
Hukum Universitas Hasanuddin. Metode yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yakni dengan cara meneliti 
bahan pustaka. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis 
berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan sehingga diperoleh 
gambaran yang jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas secara 
kualitatif dan selanjutnya disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, 
menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang 
erat kaitanya dengan penelitian ini. 
Berdasarkan pembahasan dan fakta maka dapat ditarik kesimpulan 
bahwa (1) Penerapan hukum pidana materil pada Perkara No. 
1416/Pid.B/2014/PN.Mks adalah telah sesuai, dimana terdakwa didakwa 
dengan dakwaan alternatif. Adapun dakwaan pertama yakni sebagaimana 
diatur dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP untuk Terdakwa I dan Pasal 
279 ayat (1) ke-2 KUHP untuk Terdakwa II berdasarkan fakta-fakta 
persidangan diketahui bahwa perbuatan para terdakwa telah memenuhi 
keseluruhan unsur-unsur yang telah didakwaakan pada mereka pada 
dakwaan pertama. (2) Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 
putusan terhadap para terdakwa adalah didasarkan pada alat bukti 
sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang membuktikan 
bahwa benar telah terjadi perkawinan untuk kedua kalinya tanpa izin dari 
pasangan sebelumnya salah satu terdakwa sebagai dasar pertimbangan 
hukum hakim bersifat yuridis selain itu hakim menganggap terdakwa I 
yang merupakan anggota Polri seharusnya menjadi panutan dan untuk 
Terdakwa II hakim menganggap apa yang di lakukannya dapat 
mencederai perasaaan kaum wanita dan para istri hal ini menjadi 
pertimbangan non yuridis dari hakim sehingga hakim memvonis pidana 







Alhamdul lillaahi rabbil ‘aalamiin.  Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan 
semesta alam yang tak henti-hentinya melimpahkan nikmat, karunia, serta 
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tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Allahummma 
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Suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis dengan selesainya tugas akhir 
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yang telah memberikan penulis kehagatan keluarga, kebersamaan yang 
tak dapat penulis lupakan setiap detik kebersamaan kami, dari kami masih 
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memberikan bantuan, dan dukungan kepada penulis, dan terimah kasih 
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menyelesaikan gelar Sarjana Hukum ini. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Hidup berumah tangga atau menikah adalah impian setiap orang. 
Selain itu bagi umat islam, menikah adalah salah satu bentuk 
penyempurnaan ibadah yang mana rasullulah Nabi Muhamaad SAW 
bersabda 1: 
“barang siapa yang telah dianugrahi allah isteri yang sholeh, maka 
sesungguhnya ia telah mengusahakan sebagian agamanya, maka 
bertakwalah kepada allah pada bahagian yang lain (H.R Ath 
Thabrani dan al hakim dan di nyatakan shahed sanadnya).” 
Di mata hukum Indonesia dalam Undang-undang Dasar 1945 
(selanjut disebut UUD 1945) Pada Pasal 28B ayat (1) menyatakan “setiap 
orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui 
perkawinan yang sah”. Hal ini menjadi suatu rujukan bagi seluruh negara 
Indonesia yang berkeinginan untuk menikah, yang dimana kita dapat 
menyimpulkan bahwa setiap warga Indonesia memiliki hak untuk 
membentuk suatu keluarga bahagia dengan melalui perkawinan yang sah. 
Adapun syarat sahnya suatu perkawinan itu sendiri di atur lebih lanjut 
dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dalam 
Kompilasi Hukum Islam. 
                                                             
1 Kamal Muchtar,1974,Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Bulan 
Bintang, Jakarta,.Hlm.14.  
2 
Pasal 1 angka 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 menyatakan 
bahwa : 
“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dengan seorang 
wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga 
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan 
Yang Maha Esa”.  
Pengertian tersebut mengambarkan bahwa suatu perkawinan bertujuan 
untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal, suatu keluarga dapatlah 
dikatakan bahagia apabila telah memenuhi dua kebutuhan pokok yaitu 
kebutuhan jasmaniah dan rohaniah. Kebutuhan jasmaniah terdiri papan, 
sandang, pangan, kesehatan dan pendidikan, sedangkan kebutuhan 
rohaniah contohnya adanya seorang anak yang berasal dari darah daging 
mereka sendiri2. Keluarga yang bahagia, kekal dan utuh ini merupakan 
dambaan setiap pernikahan,  untuk meraih dan mewujudkan keluarga 
dambaan tersebut diperlukan kerja sama dari kedua pasangan dalam 
pernikahan termasuk dan harus selalu terciptanya komunikasi yang 
harmonis. 
 Perkawinan merupakan suatu hubungan yang agak sulit untuk 
dijalani, karena  dalam suatu perkawinan akan menyatukan sepasang 
anak manusia ciptaan tuhan yang tentunya berbeda karakter, kebiasaan 
serta adat dan istiadat. Dengan adanya perkawinan ini  membuat 
semuanya menjadi satu yang tadinya berbeda dan dalam keadaan itu juga 
memaksakan untuk setiap sepasang suami dan istri untuk saling 
                                                             
2 Salim HS, 2008, Pengantar Hukum Perdata Tertulis, Sinar Grafika, Jakarta, 
hlm.62. 
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menerima, saling menghargai, saling menyayangi, serta saling menjaga. 
Namun ketika dalam suatu kehidupan perkawinan itu diisi dengan banyak 
kebohongan dan tidak adanya rasa kebersamaan, kasih sayang dan 
harga-menghargai maka akan terciptalah suatu kehidupan perkawinan 
yang tidak sehat yang mana akan selalu menimbulkan pertengkaran,  
yang dapat mengakibatkan banyak hal, baik itu pertengkaran yang 
mengakibatkan perceraian dan bahkan ketika salah satu pasangan dari 
perkawinan tersebut merasa jenuh, dan muncullah perasaan ingin 
merasakan suatu kebersamaan dan perasaan ingin di hargai hal inilah 
yang memunculkan perasaan ingin mencari dari orang lain yang bukan 
suami/istrinya atau sering kita dengar berselingkuh, namun tak jarang hal 
ini berujung pada poligami.  
Poligami sendiri di Indonesia sangat banyak terjadi, sehingga topik 
poligami seringkali menjadi bahan perbincangan banyak orang karena 
masih di anggap kurang sesuai dengan norma-norma yang ada di dalam 
masyarakat. Telah kita ketahui bahwa perkawinan yang dilakukan seorang 
pria kepada lebih dari seorang wanita dalam waktu bersamaan di sebut 
poligami. 
Kitab Hukum Undang-undang Perdata (selanjutnya disebut KUHPer) 
dan Undang-undang No.1 Tahun 1974 di Indonesia menganut asas 
monogami, yang mana baik itu seorang pria dan wanita hanya boleh 
memiliki satu pasangan. Namun dalam hal ini Undang-undang 
memberikan pengecualian jika seorang suami ingin beristri lebih dari satu 
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yaitu di atur dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 
seorang suami harus mendapat izin dari pengadilan dan apabila 
dikehendaki dari pihak-pihak yang bersangkutan. Namun dalam Pasal 4 
ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974, pengadilan hanya boleh 
memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu 
apabila3: 
a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibanya sebagai istri; 
b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat di 
sembuhkan; 
c. Istri tak dapat melahirkan keturunan. 
Dalam Pasal 5 Undang-undang No.1 Tahun 1974 memberikan 
persyaratan terhadap seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang 
sebagai berikut4: 
1) Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana 
yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 
1974 Tentang  harus memenuhi unsur syarat-syarat sebagai berikut : 
a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri; 
b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan 
hidup istri-istri dan anak-anak mereka; 
c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-
istri dan anak-anak mereka. 
                                                             




2) Persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a Pasal ini tidak 
diperlukan bagi suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin 
dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam 
perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama 
sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainya 
yang mendapat penilaian dari hakim pengadilan. 
Dalam Hukum Islam sendiri pengaturan mengenai poligami merujuk 
pada Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan Kompilasi Hukum Islam 
menyangkut poligami tidak jauh berbeda dengan Undang-undang 
Perkawinan. Hanya saja di dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan 
antara lain bahwa pria beristeri lebih dari satu diberikan pembatasan, yaitu 
seorang pria tidak boleh beristeri lebih dari 4 (empat) orang. Selain itu, 
syarat utama seorang pria untuk mempunyai isteri lebih dari satu adalah 
pria tersebut harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isterinya dan anak-
anaknya (Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam). Selain itu dalam Kompilasi 
Hukum Islam juga ada syarat-syarat yang harus di penuhi jika ingin 
berpoligami yang mana syarat-syaratnya tak jauh beda dengan apa yang 
diatur dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 pada Pasal 7, sedangkan 
dalam kompilasi hukum islam ini sendiri di atur dalam Pasal 57 dan Pasal 
58. 
Poligami banyak terjadi di masyarakat. Ada yang melakukan 
poligami dengan mengikuti syarat-syarat yang telah ditentukan oleh aturan 
Undang-undang, namun ada juga yang melakukan poligami diluar 
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prosedur yang telah ditentukan Undang-undang. Ketentuan hukum yang 
mengatur tentang pelaksanaan poligami telah diuraikan di atas mengikat 
semua pihak. Apabila mereka melakukan pelanggaran terhadap ketentuan 
Pasal-Pasal diatas dapat dikenakan sanksi pidana5.  
Sehingga poligami jika dilakukan di luar ketentuan hukum yang 
berlaku berarti norma-norma hukum tentang poligami telah dilanggar 
sehingga dapat dapat menimbulkan konsekwensi hukum yang berupa 
sanksi pidana seperti apa yang dijelaskan diatas. Namun jika merujuk 
pada Undang-undang Perkawinan, jelas tidak memberikan sanksi pidana 
terhadap pelaku perkawinan poligami karena tidak memuat ketentuan 
pidananya. Pengaturan poligami yang tidak sesuai dengan aturan hukum 
hukum yang ada tersebut diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang mana perbuatan tersebut 
disebut tindak pidana perkawinan yang dalam hal ini diatur dalam Pasal 
279 yang berbunyi : 
1. Diancam dengan pidana 5 (lima) tahun :  
1a. Barang siapa yang mengadakan perkawinan padahal 
mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-
perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang 
sah untuk itu; 
1b. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengatahui 
bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain 
menjadi penghalang untuk itu; 
2. Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat (1) butir 1 
menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang 
telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam 
dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun;  
                                                             
5 Ibid.,hlm.49. 
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3. Dalam hal ini dapat dijatuhkan hukuman tambahan berupa 
pencabutan hak-hak yang termuat dalam Pasal 35 KUHP No.1-
4.6 
 
Oleh karena itu setiap perkawinan poligami yang tidak dilakukan 
dengan prosedur yang ada maka dapat dituntut sebagai tindak pidana. 
Meskipun perkawinan poligami tidak sesuai dengan aturan Undang-
undang atau disebut juga poligami liar yang terjadi di tengah-tengah 
kehidupan masyarakat yang masih banyak tidak tersentuh oleh hukum 
namun ada juga tindak pidana perkawinan itu dituntut berdasarkan Pasal 
279 KUHP tersebut. 
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik mengkaji dan 
menganalisis lebih dalam mengenai Tindak Pidana Poligami dalam KUHP, 
sehingga penulis memilih judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak 
Pidana Menikah Lagi Tanpa Izin Dari Pasangan Perkawinan 
Sebelumnya (Studi Kasus Putusan Nomor: 1416/Pid-B/2014/Pn.Mks)” 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka 
penulis merumuskan masalah pokok untuk dipecahkan sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap 
tindak pidana menikah lagi tanpa izin dari pasangan 
perkawinan sebelumnya dalam Putusan No 
1416/Pid.B/2014/PN.MKS? 
                                                             
6 R.Soesilo, 1991, Kitab Undang- Undang Hukum Pidana [KUHP], Politea, Bogor, 
hlm.203. 
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2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam 
menjantuhkan pidana  terhadap pelaku tindak pidana menikah 
lagi  tanpa izin dari pasangan perkawinan sebelumnya dalam 
Putusan No 1416/Pid.B/2014/PN.MKS? 
C. Tujuan Penelitian 
Sesuai pokok-pokok permasalahan Penulis, maka tujuan penelitian 
ini adalah sebagai berikut : 
1. mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku 
tindak pidana menikah lagi  tanpa izin dari pasangan 
perkawinan sebelumnya dalam Putusan No 
1416/Pid.B/2014/PN.MKS 
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam 
menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana menikah 
lagi  tanpa izin dari pasangan perkawinan sebelumnya dalam 
Putusan No 1416/Pid.B/2014/PN.MKS 
D. Kegunaan Penelitian 
1. Secara Akademis 
a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kajian 
ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Pidana; 
b. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan 
rujukan untuk memahami secara khusus tentang tindak 
pidana Menikah Lagi  Tanpa Meminta Izin Terhadap 
Pasangan Dari Perkawinan sebelumnya; 
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c. Diharapkan penelitian ini akan menjadi literatur dalam hukum 
Pidana pada umumnya dan tindak pidana menikah lagi 
pada khususnya. 
2. Secara Praktis 
a. Diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran kepada 
praktisi hukum dan masyarakat pada umumnya yang ingin 
memahami lebih mendalam tentang tindak pidana Menikah 
Lagi  Tanpa Meminta Izin Terhadap Pasangan Dari 
Perkawinan sebelumnya; 
b. Diharapkan dapat menjadi salah satu topik dalam diskusi 
lembaga lembaga mahasiswa pada khususnya dan civitas 













A. Tindak Pidana  
1. Pengertian Tindak Pidana (Strafbaar feit) 
Tindak pidana dalam Undang- undang Hukum Pidana (KUHP) 
dikenal dengan istilah Strafbaarfeit dan dalam kepustakaan tentang 
hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan 
pembuat Undang-undang merumuskan suatu perUndang-undangan 
mempergunakan istilah peristiwa pidana atau tindak pidana. Para 
pakar  asing Hukum Pidana menggunakan istilah tindak pidana atau 
perbuatan pidana atau peristiwa pidana dengan istilah 7: 
1) STRAFBAAR FEIT adalah peristiwa pidana; 
2) STRAFBARE HANDLUNG diterjemahkan dengan perbuatan 
pidana, yang digunakan oleh para sarjana Hukum Pidana 
Jerman; dan 
3) CRIMINAL ACT diterjemahakan dengna istilah perbuatan 
criminal 
Delik yang dalam bahasa Belanda di sebut Strafbaarfeit terdiri 
atas tiga kata, yaitu straf, baar, dan feit. Yang masing-masing 
memiliki arti8 : 
                                                             
7 Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta & 
PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm. 18-19. 
8 Ibid.,hlm.19 
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 Straf diartikan sebagai pidana dan hukum, 
 Baar diartikan sebagai dapat dan boleh, 
 Feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan 
perbuatan. 
Jadi istilah Strafbaarfeit adalah peristiwa yang dapat dipidana 
atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa 
asing disebut delict yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya 
dapat dikenakan hukuman (pidana)9. 
Menurut Pompe perkataan “strafbaar feit” itu secara teoritis 
dapat dirumuskan sebagai:10 
“Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib 
hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja 
telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan 
hukuman terhadap pelaku tersebut perlu demi terpeliharanya 
tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum” 
Adapun Simons merumuskan perkataan “strafbaar feit” itu 
sebagai:11 
“Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan 
sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang 
dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh 




                                                             
9 Ibid.,hlm.19 
10 Lamintang P.A.F, 1997,  Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya 
Bakti, Bandung, hlm.182. 
11 Ibid.,hlm.185. 
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J.E. Jonkers merumuskan peristiwa pidana/tindak pidana:12 
“Perbuatan melawan hukum (wederrechttelijk) yang 
berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang 
dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan” 
Andi Hamzah memberikan definisi  mengenai tindak pidana yang 
beliau sebut delik, yakni :  
“Delik adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan 
diancam dengan hukuman oleh Undang-undang (pidana).”13 
 
S.R. Sianturi menggunakan delik sebagai tindak pidana. 
Jelasnya, Sianturi memberikan rumusan sebagai berikut : 
“Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, 
waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan 
diancam dengan pidana oleh Undang-undang bersifat melawan 
hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang 
bertanggungjawab).”14 
 
Sianturi berpendapat bahwa istilah tindak pidana merupakan 
singkatan dari kata “tindakan” artinya pada orang yang melakukan 
tindakan dinamakan sebagai penindak. Tindakan apa saja dilakukan 
semua orang, akan tetapi dalam banyak hal suatu tindakan hanya 
dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu, misalnya menurut 
golongan kelamin. Sianturi menjelaskan bahwa menurut golongan 
kelamin misalnya wanita atau pria sedangkan menurut golongan 
dalam pekerjaan misalnya seperti buruh, pegawai dan lain 
                                                             
12 Adami Chazawi, 2010,  Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1; Stelsel Pidana, 
Teor-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, PT RajaGrafindo Persada, 
Jakarta,  hlm.75. 
13 Amir Ilyas, log.Cit., hlm.19. 
14 Ibid., hlm. 22. 
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sebagainya. Jadi status/ klasifikasi seorang penindak menurut 
Sianturi haruslah dicantumkan unsur “barang siapa”.15 
Penulis menyimbulkan bahwa tindak pidana atau peristiwa 
pidana dan atau delik adalah suatu tindakan atau perbuatan hukum 
yang di lakukan oleh seseorang atau lebih dengan melanggar 
peraturan perUndang-undangan yang dapat di berikan sanksi atau 
hukuman sesuia aturan yang ada dalam Undang-undang. 
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana  
Dalam hukum pidana dikenal dua pandangan tentang unsur-
unsur perbuatan pidana/ tindak pidana, yaitu : 
1) Pandangan Monistis 
Pandangan monistis yaitu di mana suatu pandangan melihat 
syarat, untuk adanya pidana harus mencakup dua hal yakni sifat 
dan perbuatan. Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip 
pemahaman bahwa didalam pengertian perbuatan tindak pidana 
sudah tercankup didalamnya perbuatan yang dilarang (criminal 
act) dan pertanggung jawaban pidana kesalahan (criminal 
responbility). 
Menurut Simons, untuk adanya suatu tindak pidana harus 
memenuhi unsur-unsur sebagai berikut16: 
                                                             
15 Ibid., hlm. 23. 
16 Ibid.,hlm.38-39. 
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a) Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif 
(berbuat) maupun perbuatan negatif (tidak berbuat); 
b) Diancam dengan pidana; 
c) Melawan hukum; 
d) Dilakukan dengan kesalahan; dan 
e) Oleh orang yang mampu bertanggungjawab. 
2) Pandangan Dualistis 
Pandangan dualistis berbeda dengan pandangan monistis 
yang melihat keseluruhan syarat adanya pidana telah telah 
melekat pada perbuatan pidana. Padangan dualistis 
memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban 
pidana. Menurut padangan dualistis yakni : 
“Dalam tindak pidana hanya dicakup criminal act dan 
criminal responbillity tidak menjadi unsur tindak pidana oleh 
karena itu untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai 
tindak pidana cukup dengan adanya perbuatan yang 
dirumuskan oleh Undang-undang yang memiliki sifat 
melawan hukum tanpa adanya suatu dasar pembenaran.” 
Dan menurut aliran ini untuk terjadinya perbuatan/tindak 
pidana harus dipenuhi unsur sebagai berikut: 
a) Adanya perbuatan (manusia); 
b) Memenuhi rumusan dalam Undang-undang (hal ini 
merupakan syarat formil, berkaitan denga berlakunya 
Pasal 1 ayat (1) KHUP; 
c) Bersifat melawan hukum (hal ini merupakan syarat 
materiil, berkaitan dengan diikutinya ajaran sifat 
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melawan hukum materiil dalam fungsinya yang 
negatif)17. 
Selanjutnya berikut adalah uraian penjelasan dari unsur-unsur 
tindak pidana terlepas dari kedua aliran pandangan di atas: 
1) Ada Perbuatan (Mencocoki Rumusan Delik) 
Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat. Oleh 
karena itu,  perbuatan atau tingkah laku harus di sebutkan dalam 
rumusan.  tingkah laku merupakan unsur mutlak tindak pidana. 
Jika ada rumusan tindak pidana yang tidak mencatumkan unsur 
tingkah laku, misalnya Pasal 351 KHUP (penganiayaan), cara 
perumusan seperti itu merupakan suatu perkecualian belaka 
dengan alasan tertentu dan tidak berarti tindak pidana itu 
terdapat unsur berbuatan. Unsur itu telah ada dengan sendirinya 
didalamnya, dan wujudnya tetap harus di buktikan di sidang 
pengadilan untuk menetapkan telah terjadinya penganiayaan18. 
Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku 
aktif atau positif (bandelen) juga dapat di sebut perbuatan 
materiil yaitu suatu bentuk tingkah laku yang untuk 
mewujudkannya atau melakukanya diperlukan wujud gerak atau 
gerakan-gerakan tubuh atatu bagaian tubuh misalnya mengambil 
                                                             
17 Ibid.,hlm.40-41. 
18 Adami Chazawi, Op.Cit., hlm.83 
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Pasal 362 KUHP atau memalsu dan membuat secara palsu 
Pasal 268 KUHP. Sebagaian besar (hampir semua) tindak 
pidana tentang unsur tingkah lakunya dirumuskan dengan 
perbuatan aktif. Selanjutnya tingkah laku pasif atau negatif 
(nalaten). Yaitu tingkah  laku membiarkan (natalen), suatu 
bentuk tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh 
atau bagian tubuh, yang seharusnya seseorang itu dalam 
keadaan-keadaan tertentu harus melakukan perbuatan aktif dan 
dengan tidak berbuat demikian. Seseorang itu disalahkan karena 
tidak melaksanakan kewajiban hukumnya. Contoh perbuatan : 
tidak memberikan pertolongan Pasal 531 KUHP, membiarkan 
Pasal 304 KUHP, meninggalkan Pasal 308 KUHP, tidak segera 
memberitahukan Pasal 164 KUHP, tidak datang Pasal 522 
KUHP19. 
Oleh karena itu, mencocoki rumusan delik yaitu mencocoki 
unsur-unsur yang ada dalam Pasal yang didakwakan, termasuk 
unsur perbuatan maupun pertanggungjawaban pidananya. 
2) Unsur Melawan Hukum 
Menurut Vos, Moeljatno dan tim pengkajian bidang hukum 
pidana BPHN atau BABIKMNAS dalam rancangan KUHPN 
memberikan defenisi “bertentangan dengan hukum” artinya 
bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum atau 
                                                             
19 Ibid.,hlm.83-84. 
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anggapan masyarakat atau benar-benar dirasakan oleh 
masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.20 
Melawan hukum merupakan sifat tercelanya atau 
terlarangnya dari suatu perbuatan, dimana sifat tercela tersebut 
dapat bersumber pada Undang-undang (melawan hukum formil/ 
formelle wederrechtelijk) dan dapat bersumber pada masyarakat 
(melawan hukum materiil/ materiell wederrechtelijk). Karena 
bersumber dari masyarakat yang sering juga di sebut 
bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat, sifat tercela 
tersebut tidak tertulis seringkali sifat tercela suatu perbuatan itu 
terletak pada kedua-duanya, seperti perbuatan menghilangkan 
nyawa orang lain pada pembunuhan Pasal 338 KUHP di larang 
menurut Undang-undang maupun masyarakat, namun kadang 
kala ada pula yang tercela menurut Undang-undang namun tidak 
tercela menurut masyarakat seperti perbuatan pengemis Pasal 
504 KUHP dan bergelandangan Pasal 505 KUHP. Dari sudut 
Undang-undang suatu perbuatan tidak mempunyai sifat melawan 
hukum jika perbuatan itu belum di beri sifat terlarang dan 
memuatnya dalam Undang-undang sebagai suatu perbuatan 
yang terlarang.21 
                                                             
20 Amir Ilyas, Op.Cit., hlm.53. 
21 Adami Chazawi, Op.Cit.,hlm.86. 
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Berpengang pada pendirian ini, setiap perbuatan yang 
ditetapkan sebagai dilarang dengan mencantumkannya dalam 
peraturan perUndang-undangan (menjadi tindak pidana) tanpa 
melihat apakah unsur melawan hukum itu dicantumkan ataukah 
tidak dalam rumusan, maka rumusan tindak pidana itu sudah 
mempunyai sifat melawan hukum. Artinya melawan hukum 
adalah unsur mutlak dari tindak pidana. Pandang formil ini juga 
dianut oleh mahkamah agung sebagaimana terdapat dalam 
pertimbangan putusan No.30 K/Kr?1969 tanggal 6 juni 1970. 
Yang menyatakan bahwa “dalam setiap tindak pidana” selalu 
ada “unsur melawan hukum” dari perbuatan-perbuatan yang di 
tuduhkan walaupun dalam rumusan delik tidak selalu di 
cantumkan (Achmad Soema di Pradja,1977;336)22. 
3) Tidak Ada Alasan Pembenar 
Untuk mengategorikan sebagai sebuah tindak pidana, 
haruslah tidak memiliki  alasan pembenar, meskipun sebuah 
tindak pidana telah memenuhi rumusan delik namun memiliki 
alasan pembenar yang telah di atur sebelumnya dalam 
perUndang-undangan maka alasan pembenar itu menghapuskan 
dapat dipidananya perbuatan. Adapun alasan-alasan pembenar 
yang dapat dipergunakan yaitu : 
                                                             
22 Ibid.,hlm.87. 
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a. Daya Paksa Absolut  
Daya paksa absolut (overmacht) yang telah diatur dalam 
Pasal 48 KUHP Undang-undang hanya menyebutkan 
tentang tidak dipidana seseorang yang melakukan perbuatan 
karena dorongan keadaan yang memaksa. Dalam literatur 
hukum pidana biasanya daya paksa itu di bagi dua yang 
pertama daya paksa absolut atau mutlak, kendaan seperti itu 
dimana korban menjadi daya paksa fisik orang lain sehingga 
iya tidak pilihan lain sama sekali misalnya seorang pegulat 
melepar seseorang kearah bangku penonton sehingga 
seorang penonton cedera dan tertindas, orang yang 
dilemparkan itu sendiri disini adalah korban iya tidak memiliki 
pilihan lain karena ia di lempar sehingga iya tidak memiliki 
pilihan lain mencederai seseorang. Hal ini tidak dapat 
dipertanggung jawabkan terhadap berbuatan menindasan 
ataupun mencederai seseorang daya paksa absolut ini selain 
bersifat fisik tetapi dapat juga bersifat psikis misalnya 
seseorang yang dihipnotis sehingga melakukan delik, 
disinipun orang tersebut tidak dapat berbuat apa-apa. 
b. Pembelaan Terpaksa Pasal 49 ayat (1) KUHP pada 
Pasal 49 (1) KUHP menyatakan: 
“tidak dipidana barang siapa yang melakukan perbuatan 
pembelaan terpaksa untuk diri sendiri atau orang lain, 
kehormatan kesusillaan, atau harta benda sendiri atau 
orang lain, karena serangan sekejap itu atau ancaman 
20 
serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan 
hukum23” 
Dalam rumusan tersebut dapat di tarik unsur-unsur suatu 
pembelaan terpaksa  
 Pembelaan itu bersifat terpaksa; 
 Yang dibela ialah diri sendiri, orang lain, kehormatan 
kesusialaanm atau harta benda sendiri atau orang lain; 
 Ada serangan sekejap atau ancaman serangan yang 
sangat dekat pada saat itu; 
 Serangan itu melawan hukum. 
Pembelaan harus seimbang dengan serangan atau 
ancaman. Serangan tidak boleh melampaui batas keperluan 
dan keharusan asas ini disebut asas subsidiaritas. Harus 
seimbang antara kepentingan yang dibela dan cara yang 
dipakai disatu pihak dan kepentingan yang dikorbankan24. 
c. Menjalankan Ketentuan Undang-undang Pasal 50 ayat 
(1) KUHP Pasal 50 KUHP menyatakan : 
“barang siapa yang melakukan perbuatan untuk 
melaksanakan ketentuan Undang-undang tidak dipidana” 
  
Menurut Pompe, ketentuan Undang-undang yang di 
maksud Pasal 50 meliputi peraturan (verordening) 
                                                             
23 R.Soesilo,Op.Cit., hlm.64. 
24 Andi Hamzah, 2010, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 
hlm.167. 
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dikeluarkan oleh penguasa yang berwenang untuk itu 
menurut Undang-undang. Jadi, meliputi ketentuan yang 
berasal langsung dari pembuat Undang-undang dari 
penguasa yang lebih rendah yang mempunyai wewenang 
(bukan kewajiban) untuk membuat peraturan yang berdasar 
Undang-undang. Yang melakukan perbuatan itu merupakan 
kewajibanya, oleh karena itu undang undang itu menyatakan 
: “dalam melaksanakan suatu. . . ketentuan”.25 
Menurut Hezelwinkel-Suringa kata feit (perbuatan) di 
dalam Pasal 50 berarti perbuatan yang memenuhi isi delik. 
Bagaimana mungkin seseorang berbuat melaksanakan 
ketentuan Undang-undang bersamaan dengan melakukan 
delik. Sebenarnya ini berasal dari Code Penal. Tetapi 
maksudnya khusus untuk delik kekerasan. Sebagai contoh 
seorang penyidik dalam menjalankan ketentuan Undang-
undang misalnya akan menagkap tersangka, ia melukai 
bahkan membunuhnya karena melarikan diri atau melawan, 
hal seperti ini bersifat kasusistis. Mungkin terjadi daya paksa 
(overmacht) mungkin pembelaan terpaksa (noodweer) 
mungkin pula pembelaan terpaksa yang melampui batas 
(noodweer exces) bagi petugas yang menjalankan Undang-
undang itu. Sebenarnya setiap perbuatan pemerintah melalui 
                                                             
25 Amir Ilyas, Op.Cit., hlm.69. 
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alat-alatnya dalam mejalankan ketentuan Undang-undang 
adalah sah dan tidak melawan hukum, asalkan dilakukan 
dengan sebenarnya dan patut. Menurut Vos, petugas tidak 
boleh menangkap orang yang melalrikan diri, membunuh 
atau melukai berat kecuali mengenai delik yang sangat 
serius, misalnya pembunuhan massal26. 
4) Menjalankan Perintah Jabatan Yang sah Pasal 51 KUHP 
menyatakan: 
“(1) barang siapa melakukan perbuatan untuk 
melaksanakan perintah jabatan yang diberikan 
oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.”  
 “(2) perintah jabatan tanpa wewenang tidak 
menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang 
diperintah dengan itikad baik mengira bahwa 
perintah diberikan dengan wewenang dan 
pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan 
pekerjaannya”27 
Menurut Vos, mengenai ketentuan ayat (2) Pasal 51 
KUHP itu, perintah jabatan yang diberikan oleh yang tidak 
berwenang untuk lolos dari pemidanaan harus memenuhi 
dua syarat28: 
a) Syarat subjektif : pembuat harus dengan itikad baik 
memandang bahwa perintah itu datang dari yang 
berwewenang. 
                                                             
26 Ibid.,hlm.70. 
27 Andi Hamzah,Op.Cit., hlm.170-171 
28 Ibid.,hlm.171. 
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b) Syarat objektif : pelaksanaan perintah harus terletak 
dalam ruang lingkup pembuat sebagai bawahan. 
Jadi seorang polisi diperintah oleh atasannya. Untuk 
menganiaya tahanan walaupun ia beritikad baik, bahwa ia 
harus memenuhi perintah itu, tidak menjadikan ia lepas, 
karena perbuatan seperti itu bukan tugasnya. Pasal 51 ayat 
(1) termasuk dasar pembenar karena unsur melawan hukum 
tidak ada sedangkan Pasal 51 ayat (2) masuk dasar pemaaf 
karena perbuatan tetap melawan hukum, hanya memberat 
tidak bersalah karena ia beritikad baik mengira menjalankan 
perintah jabatan yang berwenang, padahal tidak.29 
B. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana 
Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan 
teorekenbaardheid atau criminal responbillity  yang menjurus kepada 
pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menetukan apakah seorang 
terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas sesuatu tindakan 
pidana yang terjadi atau tidak.30 
Untuk dapat dipidananya sipelaku di haruskan tindak pidana yang 
dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan 
Undang-undang dan apabila tindak-tindakan itu melawan hukum serta 
tidak adanya alasan pembenar maka sipelaku akan dipertanggung 
                                                             
29 Ibid.,hlm.172 
30 Amir Ilyas, Op.Cit., hlm.73. 
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jawabkan atas tindak-tindakan tersebut, namun hanya seseorang yang 
mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas 
perbuatannya, adapun kemampuan bertanggungjawab pidana harus 
mempunyai unsur-unsur sebagai berikut : 
1. Mampu Bertanggungjawab 
Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan 
petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi 
unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Dilihat 
dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), 
seseorang akan dipertanggungjawab pidana atas tindakan-tindakan 
tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu. 
Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya 
seseorang “mampu bertanggung jawab” yang dapat 
dipertanggungjawab-pidanakan. Di katakan seseorang mampu 
bertanggung jawab bila mana.31 
1) Keadaan Jiwanya:  
a. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau 
sementara (temporair); 
b. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile dan 
sebagainya); dan  
c. Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang 
meluap, pengaruh bawah-sadar/reflexe beweging, melindur/ 
                                                             
31 Ibid.,hlm.76. 
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slaapwandel, mengigau karena demam/koorts, nyidam dan 
lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan 
sadar. 
2) Kemampuan jiwanya:  
a. Dapat menginsyafi hakikat dari tindakannya; 
b. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, 
apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan 
c. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.  
2. Kesalahan 
Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena 
kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan 
atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan 
mampu bertanggungjawab.32 
Menurut ketentuan yang diatur dalam hukum pidana bentuk-
bentuk kesalahan terdiri dari:  
1) Kesengajaan (opzet)  
Dalam Criminee Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana) tahun 1809 di cantumkan:33 
“kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak 
melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau 
diperintahkan oleh Undang-undang” 
 
                                                             
32 Ibid., hlm 77-78.   
33 Leden Marpaung, 2007, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, 
Jakarta,hlm.13. 
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Kesengajaan harus mengenai ketiga unsur tindak pidana, yaitu 
perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan 
diadakan larangan itu, dan perbuatan itu melanggar hukum. 
Kesengajaan dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:34 
a. Sengaja sebagai niat (Oogmerk)  
Kesengajaan sebagai niat atau maksud adalah terwujudnya 
delik yang merupakan tujuan dari pelaku. Pelaku benar 
menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan 
diadakannya ancaman hukum pidana. 
b. Sengaja sadar akan kepastian atau keharusan 
(zekerheidsbewustzijn). 
Kesengajaan semacam ini, terwujudnya delik bukan 
merupakan tujuan dari pelaku, melainkan merupakan syarat 
mutlak sebelum/pada saat/sesudah tujuan pelaku tercapai. 
c. Sengaja sadar akan kemungkinan (Dolus eventualis, 
mogelijkeheidsbewustzijn) 
Kesengajaan sebagai sadar akan merupakan terwujudnya 
delik bukan merupakan tujuan dari pelaku, melainkan merupakan 




                                                             
34Amir Ilyas, Op.Cit., hlm. 78-83.   
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2) Kealpaan (culpa)  
Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang 
timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar perilaku yang 
telah ditentukan menurut Undang-undang, kelalaian itu terjadi 
dikarenakan perilaku orang itu sendiri.Kelalaian menurut hukum 
pidana terbagi menjadi dua macam yaitu: 
a. Kealpaan perbuatan, apabila hanya dengan melakukan 
melakukan perbuatannya sudah merupakan suatu 
peristiwa pidana, maka tidak perlu melihat akibat yang 
timbul dari perbuatan tersebut sebagaimana ketentuan 
Pasal 205 KUHP; 
b. Kealpaan akibat merupakan suatu peristiwa pidana kalau 
akibat dari kealpaan itu sendiri sudah menimbulkan 
akibat yang dilarang oleh hukum pidana, misalnya cacat 
atau matinya orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 
359, Pasal 360, Pasal 361 KUHP.  
Menurut D. Schaffmeister, N. Keijzer dan E. PH. Sutorius, 
skema kelalaian atau culpa yaitu35: 
a. Culpa lata yang disadari (alpa)  
Conscious: kelalaian yang disadari, contohnya antara 
lain sembrono (roekeloos), lalai (onachttzaam), tidak 
acuh. 
                                                             
35 Ibid.,hlm 84-85.   
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b. Culpa lata yang tidak disadari (lalai) 
Unconscius: kelalaian yang tidak disadari, contohnya 
antara lain kurang berpikir, lengah, dimana seseorang 
seyogianya harus sadar dengan risiko, tetapi tidak 
demikian. 
3) Alasan Pemaaf  
Alasan pemaaf timbul ketika perbuatan seseorang memiliki 
nilai melawan hukum tetapi karena alasan tertentu maka 
pelakunya dimaafkan. Alasan penghapus pidana yang termasuk 
dalam alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP yaitu:  
a. Daya paksa relative (Overmacht); 
Overmacht merupakan daya paksa relative (vis 
compulsive) seperti keadaan darurat. Dalam Memorie van 
Toelichting (MvT) daya paksa dilukiskan sebagai kekuatan, 
setiap daya paksa orang berada dalam dwangpositie (posisi 
terjepit). 
b. Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer 
Exces);  
Pembelaan terpaksa yang melampaui batas diatur dalam 
Pasal 49 ayat (2) KUHP. Ciri dari Pembelaan terpaksa yang 
melampaui batas (noodweer exces) adalah36:  
                                                             
36Ibid.,hlm.90. 
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 Pada pembelaan terpaksa melampaui batas (noodweer 
exces), pembuat melampaui batas karena keguncangan 
jiwa yang hebat; 
 Perbuatan membela diri melampaui batas itu tetap 
melawan hukum, hanya orangnya tidak dipidana karena 
keguncangan jiwa yang hebat.  
Lebih lanjut, maka pembelaan terpaksa yang melampaui 
batas menjadi dasar pemaaf. Sedangkan pembelaan 
terpaksa (noodweer) merupakan dasar pembenar karena 
melawan hukumnya tidak ada. 
c. Menjalankan Perintah Jabatan Yang Tidak Sah, Tetapi 
Terdakwa Mengira Perintah Itu Sah.  
Menurut Vos, mengenai ketentuan Pasal 51 ayat (2) 
KUHP, perintah jabatan yang diberikan oleh yang tidak 
berwenang untuk lolos dari pemidanaan harus memenuhi 
dua syarat37: 
 Syarat subjektif yaitu pembuat harus dengan itikad 
baik  memandang bahwa perintah itu datang dari 
yang berwenang; 
 Syarat objektif yaitu pelaksanaan perintah harus 
terletak dalam ruang lingkup pembuat sebagai 
bawahan. 
                                                             
37 Ibid.,hlm.90. 
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C. Pidana Dan Pemidanaan 
1. Pengertian Pidana  
Pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu straf yang kadang kala 
di sebut dengan hukuman. Namun istilah pidana lebih tepat dari 
pada hukuman karena hukum sudah lazim jika di terjemahkan 
berasal dari kata recht. 
Ada berbagai macam rumusan pengertian pidana dari para  ahli 
hukum kita. Menurut Roeslan Saleh mendefenisikan pidana yakni; 
“Pidana adalah reaksi atas delik yang banyak berwujud suatu 
nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat 
delik”.38  
Yang mana rekasi itu adalah suatu tindakan atas kejahatan yang 
negara berikan melalui para penegak hukum seperti jaksa,dan hakim 
berupa tindakan yang “wujud nestapa” yang mana tindakan yang di 
maksud adalah tindakan yang berwujud suatu penderitaan kepada 
para pelaku kejahatan. 
Selain itu R.Soesilo dan Adami Chazawi merumuskan pula 
pengertian pidana itu sendiri yakni; 
“Pidana adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang di 
jatuhkan oleh hakim dengan vonis, kepada orang-orang yang 
melanggar Undang-undang hukum pidana”.39 
Sedangkan Adami Chazawi berpendapat; 
                                                             
38 Bambang waluyo, 2008, Pidana dan pemidanaan, sinar grafika, jakarta, hlm.9. 
39 Ibid., hal.9. 
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“Pidana lebih tepat didefenisikan sebagai suatu penderitaan 
yang sengaja di jatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang 
atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya 
atas perbuatannya yang melanggar hukum”40 
 
Penulis dapat menyimpulkan bahwa pidana adalah suatu 
penjatuhan vonis hukuman yang di berikan hakim oleh seseorang 
atau lebih sebagai akibat hukum atas perbuatannya yang telah 
melanggar Undang-undang hukum pidana.  
2. Teori-Teori Tujuan Pemidanaan 
pemidanaan yaitu suatu proses atau cara dimana menetapkan, 
memberi dan menjatuhkan hukuman/sanksi terhadap orang yang 
telah melakukan tindak kejahatan (rechtsdelict) maupun pelanggaran 
(wetsdelict). kata  “pidana” dapat kita artikan sebagai hukum 
sedangkan “peminadaan” diartikan sebagai penghukuman. Teori 
pemidaan ada berbagai macam pendapat mengenai teori 
pemidanaan, namun yang umum di ketahui itu di masukan dalam 3 
(tiga) golongan besar yaitu: 
1) Teori Absolut Atau Teori Pembalasan (Vergeldings 
Theorien) 
Teori ini muncul pada akhir abab 18, di anut antara lain oleh 
Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, Leo, Polak dan beberapa 
sarjana yang mendasarkan teorinya pada filsafat katolik dan tentu 
                                                             
40 Adami Chazawi, Op.Cit.,hlm.24. 
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juga sarjana hukum Islam yang mendasar teorinya pada ajaran kisas 
dalam Al-Quran.41 
Teori absolut perbendapat bahwa penjatuhan pidana yang pada 
dasarnya penderitaan bagi orang lain. Setiap kejahatan tidak boleh 
tidak harus diikuti oleh pidana bagi pembuatnya, tidak di lihat akibat-
akibat yang dapat di timbulkan dari penjatuhan pidana itu, tidak 
memeperhatikan masa depan, baik terhadap diri sendiri penjahat 
maupun masyarat. Menjatuhkan pidana tidak di maksudkan untuk 
mencapai tujuan suatu yang praktis, tetapi bermaksud satu-satunya 
penderitaan bagi penjahat.42 
Oleh karena itu teori ini di sebut teori absolut. Pidana merupakan 
tuntutan mutlak, bukan hanya suatu perlu di jatuhkan tetapi menjadi 
keharusan. Hakikat pidana ialah pembalasan.43 
Vos menunjukan bahwa teori pembalasan atau absolut ini 
terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. 
Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. 
Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah 




                                                             
41 Andi Hamzah, Op.Cit.,hlm 31 
42 Adami Chazawi, Op.Cit., hlm.157-158. 
43 Andi Hamzah, Log.Cit.,hlm 31 
44 ibid.,hlm.31. 
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2) Teori Relatif 
Teori ini bertolak belakang dengan teori absolut yang memiliki 
tumpuan pada tujuan pemidanaan yaitu pembalasan, sedangkan 
teori ini mengangap tujuan dari sebuah pemidanaan yaitu 
mempertahankan ketertiban masyarakat, melindungi kepentingan 
pribadi dan maupun publik, dan menegakkan hukum dalam 
masyarakat. 
Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana 
mempunyai tiga macam sifat, yaitu; 
1. Bersifat menakut-nakuti (afscbrikking) 
2. Bersifat memperbaiki (verbetering/reclasering) 
3. Bersifat membinasakan (onscbadelijk)45 
Sementara itu sifat pencegahanya dari teori ini ada dua macam 
yaitu; 
1. Teori Pencegahan Umum 
 Teori pencegahan umum ini, teori pidana yang bersifat 
menakut-nakuti teori ini telah lama di anut oleh orang-orang. 
pada teori penjatuhan hukuman yang di berikan oleh penjahat 
ditunjukan kepada orang-orang (umum) agar mereka menjadi 
takut untuk berbuat kejahatan. Sehingga apa yang di alami atau 
hukuman apa yang di berikan kepada penjahat itu di jadikan 
                                                             
45  Adami Chazawi, Op.Cit., hlm.162. 
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sebagai contoh oleh masyarakat agar masyarakat tidak meniru 
dan melakukan berbuatan yang serupa dengan penjahat itu. 
2. Teori pencegahan khusus 
 Menurut teori ini, tujuan pidana ialah mencegah pelaku 
melakukan kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak 
mengulang lagi melakukan kejahatan dan mencegah agar orang 
yang telah berniat buruk untuk tidak mewujudkannya niatnya itu 
kedalam bentuk perbuatan nyata. Tujuan itu dapat di capai 
dengan jalan menjatuhkan pidana, yang sifatnya ada tiga macam 
yaitu; 
a. Menakut-nakuti; 
b. Memberbaikinya, dan 
c. Membuatnya menjadi tidak berdaya.46 
3) Teori Gabungan 
Van Bemmelan menganut teori gabungan ini dan bependapat : 
“pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan 
masyarakat. Tidakan  bermaksud mengamankan dan 
memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan, keduannya 
bertujuan mmpersiapkan untuk mengebalikan terpidana ke 
dalam kehidupan masyarakat.”47 
 
Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan 
dan asas pertanahan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua 
                                                             
46 Ibid.,hlm.165. 
47 Andi Hamzah, Op.Cit.,hlm.36. 
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alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini 
dapat membedakan menjadi dua golongan besar sebagai berikut 
a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi 
pembalasan itu tidak boleh melapui batas dari yang perlu 
dan cukup untuk dapatnya dipertahankan tatatertib 
masyarakat. 
b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib 
masyarakat, tetapi penderitaan atas di jatuhinya pidana tidak 
boleh lebih berat daripada perbuatan yang di lakukan 
terpidana.48 
3. Jenis-Jenis Pemidanaan 
Di dalam KUHP dalam Pasal 10 telah di atur dua jenis pidana 
yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas 4 
jenis pidana dan pidana tambahan terdiri atas 3 jenis pidana yaitu: 
1) Pidana Pokok 
a. Pidana Mati 
Baik berdasarkan pada Pasal 69 maupun berdasarkan 
hak yang tertinggi bagi manusia, pidana mati adalah pidana 
yang terberat. Karena pidana ini berupa pidana terberat, 
yang pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak 
hidup bagi manusia yang sesungguhnya hak ini hanya 
berada di tangan tuhan maka tidak heran sejak dulu sampai 
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sekarang menimbulkan pendapat pro dan kontra, bergantung 
dari ke pentingan dan cara memandang pidana mati itu 
sendiri.49   
Oleh karena itu, walaupun pidana mati di cantumkan 
dalam Undang-undang, namun harus di pandang sebagai 
tindakan darurat atau noodrecht (JE.Jonkers 1987: 294). 
Tiada lain maksudnya agar agar pidana mati hanya 
dijatuhkan pada keadaan-keadaan tertentu yang khusus 
yang dipandang sangat mendesak saja.oleh karena itu 
dalam KUHP, kejahatan-kejahatan yang diancam dengan 
pidana mati hanyalah pada kejahatan-kejahatan yang di 
pandang sangat berat saja yang jumlahnya juga sangat 
terbatas, seperti : 
1) Kejahatan kejahatan yang mengancam keamanan 
negara (Pasal 104, Pasal 111 ayat (2), Pasal 124 ayat 
(3) jo Pasal 129). 
2) Kejahatan-kejahatan pembunuhan terhadap orang 
tertentu dan atau di lakukan dengan faktor-faktor 
pemberat, misalnya: Pasal 140 ayat (3), Pasal 340. 
3) Kejahatan terhadap harta benda yang di sertai 
unsur/faktor yang sangat memberatkan (Pasal 365 ayat 
(4),Pasal 368 ayat (2). 
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4) Kejahatan-kejahatan pembajakan laut, sungai dan 
pantai. (Pasal 444).50’ 
Apabila terpidana dijatuhi hukuman mati, maka eksekusi 
putusan akan di laksanakan setelah mendapatkan fiat 
eksekusi dari presiden (kepala negara) berupa penolakan 
grasi walaupun seandainya terpidana tidak mengajukan 
grasi. 51 
Pidana mati di tunda jika terpidana sakit jiwa atau wanita 
yang sedang hamil, ini sesuia dengan ketentuan dalam 
Undang-undang pokok kekuasaan kehakiman yang 
mengatakan pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan 
memperhatikan kemanusiaan.52 
b. Pidana Penjara 
Andi Hamzah memberikan pengertian dari pidana 
penjara, yaitu: 
“Pidana Penjara merupakan suatu bentuk pidana yang 
berupa kehilangan kemerdekaan”53. 
 
Sedangjan P.A.F Lamintang menyatakan bahwa; 
“Bentuk pidana penjara adalah merupakan suatu pidana 
berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang 
terpidana yang di lakukan dengan menutup orang 
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51 Amir Ilyas, Op.Cit., hlm.109. 
52 Ibid.,hlm.110.  
53 Ibid.,hlm.110 
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tersebut dalam sebuah lembaga permasyarakatan yang 
dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka 
yang telah melanggar peraturan tersebut”.54 
Dengan adanya pembatasan ruang bergerak serta 
beberapa  kewenangan tentulah akan ada beberapa hak-hak 
kewarganegaraan yang akan ikut terbatasi. Dari kedua 
pengertian yang di berikan oleh para ahli, penulis dapat 
menyimpulkan bahwa pidana penjara adalah suatu bentuk 
hukuman yang mana hukuman itu membatasi ruang gerak 
dan suatu bentuk pengasingan seseorang dalam suatu 
lembaga permasyarakatan, yang mana orang-orang ini 
adalah orang-orang yang telah melanggar peraturan hukum 
pidana. 
Adapun pembagian pidana penjara yang di atur dalam 
Pasal 12 ayat 1 KUHP yaitu pidana penjara seumur hidup 
dan pidana penjara sementara. Pidana penjara seumur 
hidup menurut Pasal 12 ayat (3) KUHP di ancam pada 
kejahatan-kejahatan yang sangat berat yaitu sebagai contoh 
sebagai pidana alternatif dari pidana mati seprti dalam Pasal 
104, Pasal 365 ayat (4), Pasal 368 ayat (2). Sebaliknya 
Pidana alternatif yang dapat di berikan dalam pidana penjara 
seumur hidup ini yaitu dapat berupa pidana penjara 
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sementara setinggi-tingginya 20 tahun, misalnya Pasal 106, 
Pasal 108 ayat (2).  
Sedangkan pidana penjara sementara yang di atur 
dalam Pasal 12 ayat (2) hukuman pejara itu sekurang-
kurangnya satu (1) hari dan selama-lamanya lima belas (15) 
tahun berturut-turut. Pidana penjara sementara 
memungkinkan di jatuhkan melebihi dari lima belas 15 tahun 
secara berturut-turut yakni dalam hal yang di tentukan dalam 
Pasal 12 ayat (3) yaitu apabila: 
1) Kejahatan diancam dengan pidana mati. 
2) Kejahatan diancam dengan pidana penjara seumur 
hidup. 
3) Terjadi perbuatan pidana karena adanya 
perbarengan, residive atau karena yang ditentukan 
dalam Pasal 52 dan Pasal 52 bis KUHP. 
4) Karena keadaan khusus, seperti misalnya Pasal 347 
ayat (2), Pasal 349 KUHP. 
Pidana penjara sementara secara mutlak tidak boleh 
melebihi dari dua puluh tahun secara berturut-turut dan hal 




c. Pidana Kurungan 
Pada dasarnya pidana kurungan dan pidana pejara 
sama di mana pidana kurungan ini juga membatasi hak 
kemerdekaan bergerak seseorang dan mengurung mereka 
di suatu tempat lembaga permasyaratan. 
Pidana kurungan jangka waktunya relatif lebih ringan di 
banding pidana penjara. Menurut Pasal 18 KUHP bahwa 
pidana kurungan minimum adalah satu hari dan paling lama 
satu tahun adapun ketentuan-ketentuan pengecualian yang 
di atur dalam Pasal 18 ayat dua (2) yaitu pidana kurungan 
maksimal (1) satu tahun ini dapat di tambah menjadi (1) satu 
tahun (4) bulan dalam hal-hal seperti gabungan perbuatan, 
recidivis, dan ketentuan dalam Pasal 52. Dan batas 
maksimal pidana kurungan selama satu (1) tahun empat (4) 
bulan di pertegas dalam Pasal 18 ayat (3) KUHP. 
d. Pidana Denda 
Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua bahkan 
lebih tua dari pidana penjara, mungkin setua dengan pidana 
mati. Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah 
dijatuhi pidana denda tersebut oleh hakim/pengadilan untuk 
membayar sejumlah uang tertentu oleh karna ia telah 
melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana.55 
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Pidana denda dapat diancam pada berbagai jenis 
pelanggaran baik sebagai alternatif dari pidana kurungan 
maupun berdiri sendiri. Begitu juga terhadap jenis kejahatan-
kejahatan ringan maupun kejahatan culpa, pidana denda 
sering diancam sebagai alternatif dari pidana kurungan56. 
Pada pelaksanaan pidana denda tidak menutup 
kemungkinan untuk dilakukan atau dibayarkan oleh orang 
lain, selain itu pidana denda boleh diganti dengan menjalani 
pidana kurungan ( kurungan penganti, Pasal 30 ayat 2) lama 
pidana kurungan penganti denda ini minimal satu hari dan 
maksimal umum enam bulan.  
2) Pidana Tambahan 
penulis telah menjelaskan sebelumnya mengenai jenis-jenis 
pidana yang mana terdiri atas pidana pokok dan pidana 
tambahan, dan telah dijabarkan sebelumnya pula mengenai 
jenis-jenis pidana pokok itu sendiri selanjutnya yaitu jenis-jenis 
pidana tambahan, yang mana pidana tambahan ini sendiri terdiri 
atas 3 jenis pidana tambahan yaitu; 
a. Pidana Pencabutan Hak-Hak Tertentu 
Menurut hukum pencabutan seluruh hak yang dimiliki 
seseorang yang dapat mengakibatkan kematian perdata 
(burgerlijke daad) tidak di perkenakan (Pasal 3 BW). UU 
                                                             
56 Adami Chazawi,Op.Cit., hlm.40. 
42 
hanya memberikan kepada negara wewenang (melalui 
alat/lembaganya) melakukan pencabutan hak tertentu saja , 
yang menurut Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat 
dicabut tersebut adalah : 
1) Hak memegang jabatan pada umumnya atau 
jabatan yang tertentu; 
2) Hak menjalankan jabatan dalam Angkatan 
Bersejenta/TNI; 
3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang 
diadakan berdasarkan aturan-aturan umum; 
4) Hak menjadi penasihat hukum atau pengurusan 
atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali 
pengawas, pengampu atau mengampu pengawas 
atas anak yang bukan anak sendiri; 
5) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjadikan 
perwalian atau pengampuan atas anak sendiri; 
6) Hak menjalankan mata pencaharian. 
 
Hakim boleh menjatuhkan pidana pencabutan hak-hak 
tertentu apabila diberi wewenang oleh Undang-undang yang 
diancamkan pada rumusan tindak pidana yang 
bersangkutan. Tindak pidana yang diancam dengan 
pencabutan hak-hak tertentu dirumuskan dalam Pasal 317, 
Pasal 318, Pasal 334, Pasal 347, Pasal 348, Pasal 350, 
Pasal 362, Pasal 363, Pasal 365, Pasal 372, Pasal 374, 
Pasal 37557. Tentang lamanya waktu bila hakim 
menjatuhkan pidana pencabutan hak-hak tertentu di atur 
dalam Pasal 38 KUHP. 
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b. Perampasan Barang-Barang Tertentu 
Pidana perampasan barang-barang tertentu merupakan 
jenis pidana harta kekayaan, seperti halnya dengan pidana 
denda. Ketentuan mengenai perampasan barang-barang 
tertentu terdapat dalam Pasal 39 KUHP yaitu: 
1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang 
diperoleh dari kejahatan atau yang disegaja 
dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat 
dirampas; 
2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang 
tidak di lakukan dengan sengaja atau dengan 
pelanggaran, dapat juga di jatuhkan putusan 
perampasan berdasarkan hal-hal yang telah 
ditentukan dalam Undang-undang; 
3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang 
bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, 
tetapi hanya atas barang-barang yang telah 
disita.58 
Perampasan atas barang-barang yang tidak disita 
sebelumnya diganti menjadi pidana kurungan apabila 
barang-barang itu tidak diserahkan atau harganya menurut 
taksiran dalam putusan hakim tidak dibayar. Kurungan 
pengganti ini paling sedikit satu hari dan paling lama enam 
bulan. Kurungan penganti ini juga dihapus jika barang-
barang yang dirampas diserahkan.59 
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c. Pengumuman Putusan Hakim 
Pidana pengumuman putusan hakim ini hanya dapat 
dijatuhkan dalam hal-hal yang telah ditentukan oleh Undang-
undang, misalnya terdapat dalam Pasal 128,  Pasal 206, 
Pasal 361, Pasal 377, Pasal 395, Pasal 405.60 
Pengumuman putusan hakim yang dimaksud disini 
bukanlah yang dimana pembacaan putusan ini haruslah di 
muka umum, walaupun sesungguhnya pada Pasal 195 
KUHAP putusan hakim memang harus diucapkan dalam 
persidangan yang terbuka untuk umum bila tidak, putusan itu 
batal demi hukum. Hal ini bukanlah seperti itu pengumuman 
putusan hakim yang di maksud yang dimana penguman itu 
suatu publikasi ekstra yang dimana orang-orang dapat 
melihat dan membacanya hasil dari putusan pemidanaan 
seseorang. Dalam hal pidana pengumuman putusan hakim 
ini, hakim bebas menetukan perihal cara melaksanakan 
pengumuman itu. Hal tersebut dapat dilakukan melalui surat 
kabar, plakat yang ditempelkan pada papan pengumuman, 
melalui media radio maupun televisi, yang pembiayaannya di 
bebankan oleh terpidana.61 
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D. Poligami Dalam Undang-undang Perkawinan Dan Kompilasi 
Hukum Islam  
1. Perkawinan 
Menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 Pasal 1 perkawinan 
adalah ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai 
suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) 
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 
Dari pengertian yang di berikan dalam Undang-undang perkawinan 
memiliki tujuan yang mana untuk  membentuk keluarga bahagia dan 
kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa, ini berarti bahwa 
perkawinan itu berlangsung seumur hidup, cerai merupakan sebuah 
pilihan terakhir dan suami istri harus saling membantu dalam 
mengembangkan diri. Sebuah keluarga dapat di katakan bahagia 
apabila dua kebutuhan pokok terpenuhi yaitu kebutuhan jasmani 
yang mana seperti keperluan sandang, pangan, kesehatan, dan 
pendidikan adapun kebutuhan rohani yaitu sebagai contoh adanya 
seorang anak yang berasal dari darah daging mereka sendiri. 
Tidak semua pasangan laki-laki dan perempuan dapat 
melangsungkan sebuah pernikahan karena ada beberapa syarat-
syarat yang mereka harus penuhi yang telah di atur Pada Pasal 7 
Undang-undang No.1 Tahun 1974 telah mengatur dua syarat sah 
suatu perkawinan yaitu syarat intern dan ekstern. syarat intern yaitu 
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syarat yang menyangkut pihak yang akan melaksanakan 
perkawinan, syarat-syaratnya itu meliputi:62 
1) Persetujuan kedua belah pihak; 
2) Izin dari orang tua apapbila belum mencapai umur 21 tahun;  
3) Pria berumur 19 tahun dan wanita 16 tahun. Pengecualiannya 
yaitu ada dispensasi dari pengadilan atau camat atau bupati; 
4) Kedua belah pihak dalam keadaan tidak kawin 
5) Wanita yang kawin untuk kedua kalinya harus melewati masa 
tuggu (iddah). Bagi wanita yang putus perkawinannya karena 
perceraian, masa iddahnya 90 hari dan karena kematian 130 
hari. 
Syarat ekterern yaitu syarat yang berkaitan dengan formalitas-
formalitas dalam melaksanakan perkawinan, syarat-syarat itu meliputi : 
1) Harus mengajukan laporan kepegawai pencatatan nikah, talak 
dan rujuk 
2) Pengumuman yang di tanda tangani oleh pegawai pencatatan 
yang memuat: 
a) Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat 
kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon. 
Disamping itu, disebutkan juga nama istri atau suami yang 
terdahulu 
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b) Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan dilangsungkan 
2. Poligami  
Pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan lebih 
dari seorang isteri disebut dengan poligami63. dalam Undang-undang 
No.1 Tahun 1974 dan dalam KHUPer menganut sistem monogami 
yaitu dimana seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri 
dalam waktu bersamaan hal ini di atur dalam Pasal 27 KHUper, 
namun ketentuan ini tidaklah bersifat limitatif karena didalam Pasal 2 
Ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 disebutkan pengadilan 
dapat memberi ijin pada seorang suami untuk beristeri lebih dari 
seorang apabila dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan. 
Adanya ketentuan seperti ini memungkin bila seorang suami untuk 
berpoligami dengan ijin dari pengadilan. Karena Undang-undang 
No.1 Tahun 1974 tidak menutup kemungkinan untuk seorang pria 
beristeri lebih dari satu orang, yang menjadi Syarat utama yang 
harus dipenuhi adalah bahwa suami mampu berlaku adil terhadap 
isteri dan anak-anaknya. Apabila syarat tersebut tidak mungkin 
dipenuhi maka suami dilarang beristeri lebih dari satu orang.  
Di samping itu si suami harus terlebih dahulu mendapat ijin dari 
pengadilan, jika seorang suami tetap melangsungkan poligami tanpa 
ijin dari pengadilan, perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan 
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hukum. Pengadilan baru dapat memberi ijin kepada seorang suami 
untuk berpoligami apabila ada alasan yang tepat sebagaiman diatur 
dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 
41 PP No.9 Tahun 1975, yaitu: 64 
a) Isteri tidak menjalankan kewajiban sebagai isteri; 
b) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 
disembuhkan; 
c) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan. 
Apabila tiga alasan yang disebut diatas menimpa suami isteri 
maka dapat dianggap rumah tangga suami isteri tersebut tidak 
mampu menciptakan keluarga bahagia (mawaddah dan rahmah). 
Pada Pasal 5 Undang-undang No.1 Tahun 1974 memberikan 
persyaratan terhadap seorang suami yang akan beristeri lebih dari 
seorang sebagai berikut : 65 
1) Untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang 
No.1 Tahun 1974  harus dipenuhi syarat-syarat yang diatur 
dalam Pasal 5 Undang-undang No.1 Tahun 1974  sebagai 
berikut : 
a) Adanya persetujuan dari istri/istri-istri; 
                                                             
64 Bahder Johan Nasution dkk., 1997, Hukum Perdata Islam, mandar maju, 
bandung, hlm.19. 
65 Zainuddin ali, log.Cit.,hlm.47. 
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b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin 
keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak 
mereka; 
c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap 
istri-istri dan anak-anak mereka 
2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini 
tidak di perlukan bagi seseorang suami apabila istri/istri-istrinya 
tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi 
menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar 
dari istrinya selama sekurang-kurangnya (2) tahun atau karena 
sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian. 
Dalam Hukum Islam sendiri pengaturan mengenai poligami 
merujuk pada Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan Kompilasi Hukum 
Islam menyangkut poligami tidak jauh berbeda dengan Undang-
undang Perkawinan. Hanya saja di dalam Kompilasi Hukum Islam 
dijelaskan antara lain bahwa pria beristeri lebih dari satu diberikan 
pembatasan, yaitu seorang pria tidak boleh beristeri lebih dari 4 
(empat) orang. Selain itu, syarat utama seorang pria untuk 
mempunyai isteri lebih dari satu adalah pria tersebut harus mampu 
berlaku adil terhadap isteri-isterinya dan anak-anaknya (Pasal 55 
Kompilasi Hukum Islam). 
Menurut Pasal 56 di dalam kompilasi Hukum Islam suami yang 
hendak beristri lebih dari satu harus mendapatkan izin dari 
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pengadilan agama, dan jika perkawinan berikutnya tersebut tidak 
memiliki izin maka perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan 
hukum tetap. Sama seperti dikatakan dalam Undang-undang 
Perkawinan, menurut Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan 
Agama hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan 
beristeri lebih dari seorang jika:  
 isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;  
 isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 
disembuhkan;  
 isteri tidak dapat melahirkan keturunan.   
Selain alasan untuk menikah lagi harus jelas, Kompilasi Hukum 
Islam Pasal 58  juga memberikan syarat lain untuk memperoleh izin 
Pengadilan Agama. Syarat-syarat tersebut juga merujuk pada Pasal 
5 Undang-undang Perkawinan, yaitu:  
 adanya persetujuan isteri;  
 adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan 
hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.  
Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam ini juga merujuk pada Pasal 41 
huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang 
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 
Perkawinan (“PP 9/1975”), yang mengatakan bahwa persetujuan 
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isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan 
lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini 
dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan 
Agama. Jika si isteri tidak mau memberikan persetujuan, Pengadilan 
Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa 
dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan 
Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat 
mengajukan banding atau kasasi (Pasal 59 KHI). Dilarang atau 
dibolehkannya melakukan poligami lebih banyak ditentukan oleh 
tuntutan keadaan yaitu keadaan darurat.66 
Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 43 PP 9/1975 yang 
menyatakan bahwa:  
”Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi 
pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan 
memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih 
dari seorang.” 
 
izin berpoligami oleh Pengadilan Agama dapat diberikan apabila 
alasan suami telah memenuhi alasan-alasan yang sesuai ketentuan 
Pasal 4 ayat (2) Undang-undang No.1 tahun 1974 dan syarat-syarat 
yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 
1974 sebagaimana tersebut di atas. 
                                                             
66  Andi Agus Rakhmad Putra Jaya, 2014, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana 
Menikah Lagi Tanpa Izin Dari Istri Sebelumnya Sebagaimana Yang Diatur Dalam Kuhp (Studi 
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E. Tindak Pidana Menikah Lagi Izin Dari Pasangan Perkawinan 
Sebelumnya Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana 
(KUHP) 
Tindak pidana menikah lagi tanpa izin dari perkawinan sebelumnya 
adalah tindak pidana di mana seseorang yang menikah untuk kedua 
kalinya dan sebagai mana kita ketahui dalam KHUPer dan dalam Undang-
undang No.1 tahun 1974 menganut sistem monogami, sedangkan dalam 
kompilasi hukum islam menganggap sah-sah saja jika seorang pria untuk 
menikah kedua kalinya. Namun baik itu dalam KHUPer dan dalam 
Undang-undang No.1 tahun 1974 serta dalam Kompilasi hukum islam  
ada syarat-syarat yang harus mereka penuhi untuk dapat berisitri lebih 
dari satu syarat utama yaitu mampu bersikap adil terhadap para istrinya. 
Adapun syarat-syarat yang di atur dalam Undang-undang No.1 tahun 
1974 serta dalam Kompilasi hukum islam untuk poligami harus mendapat 
izin dari pengadilan, untuk mengajukan izin kepengadilan  harus dengan 
salah satu syarat yaitu memiliki izin dari istri baik itu tertulis maupun 
secara lisan. hal ini di atur dalam Pasal 5 Undang-undang No.1 tahun 
1974 dan di dalam Pasal 57 dan Pasal 58 kompilasi hukum islam hal yang 
sama.  
Seluruh ketentuan hukum yang mengatur tentang pelaksanaan 
poligami mengikat semua pihak.pihak yang akan melangsungkan poligami 
dan pegawai pencatatan perkawinan. Apabila mereka melangsungkan 
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pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Pasal yang berkaitan dengan 
pelaksanaan poligami dapat dikenakan sanksi pidana.67  
Adapun dalam tindak pidana kawin lagi tanpa meminta izin terhadap 
pasangan sebelumnya jika ingin di kenakan sanksi pidana, dalam KUHP 
dapat di kenakan pada Pasal 279 yang berbunyi : 
1. Diancam dengan pidana 5 (lima) tahun :  
1c. barang siapa yang mengadakan perkawinan padahal 
mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-
perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang 
sah untuk itu.  
1d. barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengatahui 
bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain 
menjadi penghalang untuk itu.  
2. Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat (1) butir 1 
menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang 
telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam 
dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun  
3. Dalam hal ini dapat dijatuhkan hukuman tambahan berupa 
pencabutan hak-hak yang termuat dalam Pasal 35 KUHP No.1-
468. 
 
Adapun unsur-unsur dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 dan ke-2 
KUHP ini adalah sebagai berikut : 
1) Unsur subjektif : 
“Barang Siapa” 
Unsur “Barang Siapa” yang di maksud dalam hal ini adalah 
seseorang atau siapapun yang menjadi subyek hukum. Hal ini 
sangat berkaitan erat dengan unsur pertanggungjawaban yang 
mana kemampuan seseorang dapat dimintai 
                                                             
67 Ibid.,hlm.49. 
68 R.Soesilo, log.Cit.,.hlm.201. 
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pertanggungjawaban didepan hukum. Sehingga untuk 
memenuhi unsur “barangsiapa” haruslah memenuhi unsur 
kecakapan hukum baik secara pidana maupun perdata. 
2) Unsur Objektif 
“Yang kawin diketahui Perkawinannya Yang sudah ada 
menjadi halangan yang sah bagi akan kawin lagi 
(Angka 1)” 
Unsur ini bermakna bahwa seseorang yang hendak 
melangsung sebuah perkawinan, ia secara sadar mengetahui 
dirinya telah terikat dalam sebuah perkawinan sebelumnya 
secara sah di mata hukum, dan agama yang dianutnya 
sehingga perkawinan yang telah ada itu menjadi pokok 
penghalang dari perkawinan yang akan ia lakukan lagi.  
“Yang kawin sedang diketahui bahwa perkawinan-
perkawinan yang sudah ada dari pihak yang lain itu 
akan menjadi halangan yang sah bagi pihak yang lain 
akan kawin lagi (angka 2)” 
Unsur ini bermakna bahwa pasangan dari calon mempelai, 
mengetahui dengan pasti bahwa pasangan calon istri/suami 
yang akan ia nikahi masih terikat dalam sebuah perkawinan 
yang sah secara hukum sehingga menjadi penghalng yang 
untuk mereka melangsungkan pernikahan. 
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Menurut Apeldoorn, bahwa unsur delik itu terdiri dari unsur 
obyektif yang berupa adanya suatu kelakuan yang bertentangan 
dengan hukum (onrechtmatig/wederrechtelijke) dan unsur 
subjektif yang berupa adanya seorang pembuat 
(toerekeningsvatbaarheid) terhadap kelakuan yang 
bertentangan dengan hukum itu, yang mengikuti rumusan 
unsur-unsur perbuatan pidana ini disamping Apeldoorn adalah 
Van Bemmelen69.  
Selanjutnya adapun Pasal-Pasal dalam KUHP yang 
berkaitan dengan tindak pidana kawin lagi yaitu Pasal 277, 
Pasal 278, Pasal 280 dan Pasal 284. 
F. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan 
Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat dibagi 
menjadi dua kategori, yaitu : 
1. Pertimbangan Yang Bersifat Yuridis 
Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim 
yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam 
persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagai hal yang 




                                                             
69Andi Agus Rakhmad Putra Jaya,Op.Cit.,hlm.28. 
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a) Dakwaan jaksa penuntut umum  
Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena 
berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan 
selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak 
pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak 
pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim 
adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan. 
b) Keterangan terdakwa 
Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di 
sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui 
sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga 
merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, jaksa penuntut umum 
ataupun dari penasihat hukum. 
c) Keterangan saksi 
Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti  
sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang ia 
dengar sendiri, ia lihat sendiri, alami sendiri, dan harus disampaikan 
di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. 
Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama dan selalu 





d) Barang-barang bukti 
Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang  dapat 
dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan 
sidang pengadilan, yang meliputi: 
1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya  
atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau 
sebagai hasil tindak pidana; 
2) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk 
melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan; 
3) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi 
penyidikan tindak pidana; 
4) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung tindak 
pidana yang dilakukan. 
Barang-barang bukti yang dimaksud di atas tidak termasuk  alat 
bukti. Sebab ketentuan Pasal 184 KUHAP menetapkan lima macam 
alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, 
dan keterangan terdakwa. Adanya barang bukti yang terungkap pada 
persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar 
tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, dan sudah 
barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal 




e) Pasal-Pasal dalam peraturan hukum pidana 
Dalam praktek persidangan, Pasal peraturan hukum pidana itu 
selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal  ini, 
penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan 
memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan 
terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan 
dalam Pasal peraturan hukum pidana. 
2. Pertimbangan Yang Bersifat Non Yuridis 
a) Latar belakang terdakwa  
Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan 
yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras 
pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana. 
b) Akibat perbuatan terdakwa 
Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti  
membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan 
akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan 
tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat 
luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka 
senantiasa terancam. 
c) Kondisi diri terdakwa 
Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun 
psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula 
status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik 
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dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara 
keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan 
perasaan yang dapat berupa: tekanan dari orang lain, pikiran 
sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Adapun yang 
dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki 
dalam masyarakat. 
d) Agama terdakwa 
Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup 
bila sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala 
putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap 
tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan 
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A. Lokasi Penelitian 
Dalam mendapatkan data dan informasi yang akan mendukung 
penelitian ini, maka sepatutnya Penulis melakukan penelitian dengan 
memilih lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Makassar. Pengumpulan 
data dan informasi juga dilakukan Penulis di beberapa tempat seperti 
Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin dan Perpustakaan Fakultas 
Hukum Universitas Hasanuddin. 
B. Jenis dan Sumber Data 
Dalam penulisan ini penulis menggunakan dua jenis sumber data, 
yaitu data primer dan data sekunder : 
1. Data Primer 
Data yang diperoleh dengan mengadakan wawancara secara 
langsung kepada pihak yang terkait dalam putusan yang penulis teliti. 
2. Data Sekunder 
Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan berupa literatur 
dan dokumen-dokumen, buku, karya ilmiah, artikel-artikel, serta 
peraturan perUndang-undangan dan bahan tertulis yang berkaitan 




C. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan terbagi atas dua 
yakni: 
1. Teknik Wawancara yaitu mengumpulkan data secara langsung 
melalui tanya jawab berdasarkan daftar pertanyaan yang telah 
disiapkan dan melakukan wawacara secara tidak terstruktur 
untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan; 
2. Teknik studi dokumen yaitu suatu teknik pengumpulan data 
dengan mempergunakan dokumen-dokumen, catatan-catatan, 
laporan-laporan, buku-buku media elektronik dan bahan-bahan 
yang relevan dengan permasalahan yang dibahas 
D. Analisis Data  
Data yang diperoleh Penulis akan dituangkan dengan menggunakan 
metode pendekatan yuridis normatif yakni dengan cara meneliti bahan 
pustaka, kemudian seluruh data yang diperoleh dari studi kepustakaan 
tersebut disajikan secara deskriptif. Dengan menggunakan metode 
tersebut dimaksudkan agar Penulis dapat menggambarkan keseluruhan 
data yang telah diperoleh dan menguraikan secara keseluruhan hasil studi 
literatur. Dari studi literatur tersebut di hubungkan dengan rumusan 
peraturan perUndang-undangan yang ada, dan dianalisis guna menjawab 





HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana 
Menikah Lagi Tanpa Izin Dari Pasangan Perkawinan Sebelumnya 
Dalam Putusan No 1416/Pid.B/2014/PN.MKS 
Sebelum penulis menguraikan tentang penerapan hukum pidana 
materiil yang tepat dalam kasus yang penulis teliti, penulis akan 
menjelaskan terlebih dahulu pidana materiil itu sendiri, Hukum pidana 
berdasarkan materi yang diaturnya terdiri dari hukum pidana materiil dan 
hukum pidana formil. Hukum pidana materiil terdiri dari perbuatan apa saja 
dapat dihukum, siapa yang dapat di hukum dan hukuman apa yang dapat 
dijatuhkan.71 
Menurut salah satu ahli pidana Tirtamidjaja memberikan pula 
pengertian pidana materill yaitu : 
“Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang 
menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi 
pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat 
dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran 
pidana.”72 
 
Penulis dapat menarik kesimpulan dari kedua pengertian tersebut 
pidana materiil yaitu kumpulan aturan yang memuat tentang siapa yang 
dapat di hukum, perbuatan apa yang di larang dan wajib seseorang 
                                                             
71 Erdianto Efendi,2011,Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar, PT Rafika 
Aditama, Bandung,.Hlm.14. 
72 Leden Marpaung, Op. Cit., hlm. 2.  
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lakukan, menetukan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat 
dihukum, serta aturan hukuman apa yang dapat di berikan.  
Setelah penulis menguraikan pengertian pidana meteriil itu sendiri, 
lebih lanjut penulis akan menguraikan penerapan hukum materiil dalam 
kasus penulis teliti, namun penulis akan menguraikan terlebih dahulu 
posisi kasus dari putusan yang penulis teliti yaitu sebagai berikut : 
1. Posisi Kasus 
Berawal dari pernikahan kedua yang dilakukan oleh Andi 
Baharuddin, SH,.MH. yang merupakan seorang Anggota Kepolisian 
berumur 53 (lima puluh tiga) tahun dengan terdakwa lainnya yaitu 
Juwita R alias Ita, seorang honorer perawat 29 (dua puluh sembilan) 
tahun, pada tanggal 22 februari 2010 atau setidak-tidaknya pada 
waktu lain dalam tahun 2010 di rumah Rusdi (orang tua Juwita) di 
jalan Pettarani II Q No.17 Makassar tanpa izin/ persetujuan dari saksi 
korban Hasriani baik secara lisan maupun tulisan dan telah 
diterbitkan surat keterangan telah menikah Nomor : 072/IMAM 
Pem.PPN/KT/III/2013 tanggal 6 maret 2013 Sedangkan terdakwa 
Andi Baharuddin,SH.,MH dengan pihak saksi korban Hasriani masih 
terikat perkawinan yang Sah berdasarkan Akta Nikah No. 36/VII/1984 
Pada tanggal tangal 8 juli 1984 dan telah karuniai 4 (empat) orang 
anak masing-masing Andi Haryuni, Andi Fajarwati, Andi Dina Haerani 
dan Andi Cakra Wiraperdana. Adapun terdakwa Andi 
Baharuddin,SH.,MH. Menikah untuk kedua kalinya dengan terdakwa 
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Juwita.R alias Ita karena terdakwa Juwita R alias Ita telah hamil 
sebelum menikah dimana terdakwa Andi Baharuddin,SH.,MH. 
Berpacaran dengan terdakwa Juwita.R alias Ita selama 2 (dua) tahun 
dan sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri di hotel 
Makassar dan mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak atas nama 
Andi Ilham Baharuddin. 
2. Dakwaan Penuntut Umum 
Dalam dakwaannya, penuntut umum mendakwa terdakwa 
dengan mengunakan dakwaan alternatif sebagai berikut : 
Dakwaan Ke Satu (Khusus Untuk Terdakwa Andi 
Baharuddin,SH.,MH) : 
Bahwa perbuatan terdakwa Andi Baharuddin,SH.,MH. Sebagai 
mana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 
KUHP. 
Dakwaan ke Satu (khusus Untuk Terdakwa Juwita.R alias Ita) : 
Bahwa perbuatan terdakwa Juwita.R alias Ita sebagaimana diatur 
dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHP. 
Atau 
Dakwaan Kedua : 
Bahwa perbuatan mereka terdakwa Andi Baharuddin,SH.,MH. Dan 
terdakwa Juwita.R alias Ita sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP. 
Atau 
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Dakwaan ketiga : 
Bahwa perbuatan mereka terdakwa Andi Baharuddin,SH.,MH. Dan 
terdakwa Juwita.R alias Ita sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam Pasal 284 KUHP. 
3. Tuntutan Penuntut Umum 
Mengenai tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap tindak 
pidana menikah lagi tanpa izin dari pasangan perkawinan 
sebelumnya yang dilakukan oleh terdakwa Andi Baharuddin,SH.,MH 
dan terdakwa Juwita.R alias Ita maka penuntut umum mengajukan 
kepada Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan 
mengadili perkara ini agar memutuskan antara lain sebagai berikut : 
1) Menyatakan terdakwa 1.Andi Baharuddin,SH.,MH dan 
terdakwa 2. Juwita.R alias Ita terbukti bersalah melakukan 
tindak pidana “melangsungkan perkawinan tanpa izin” 
sebagaimana diatur dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP 
sebagai mana dalam dakwaan kedua. 
2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. Andi 
Baharuddin,SH.,MH dan terdakwa 2. Juwita.R alias Ita 
dengan pidana masing-masing selama 1 (satu) tahun 
penjara. 
3) Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara 
masing-masing sebesar Rp 5000 (lima ribu rupiah). 
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4. Analisa Hukum 
Suatu tindakan dikategorikan sebagai suatu tindak pidana 
bilamana suatu tindak pidana dilakukan padahal oleh suatu aturan 
hukum dilarang dan diancam dengan sanksi pidana. Penjatuhan 
sanksi pidana dalam penyelesaian tindak pidana kejahatan dalam 
sistem hukum pidana dapat dijatuhkan apabila tindakan-tindakan 
atau perbuatan-perbuatan itu terlebih dahulu harus sudah tercantum 
didalam Peraturan perUndang-undangan. Hal ini diatur didalam 
Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan tidak ada perbuatan yang 
dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih 
dahulu dalam perundang-undangan pidana yang telah ada (Nullum 
delictum nulla poena sine praevia lege poenali).  
Jadi orang yang dapat dijatuhi hukuman atau yang dapat 
dipidana yaitu orang-orang yang melanggar peraturan-peraturan 
hukum pidana, artinya jika tidak ada Undang-undang yang mengatur 
maka pidana tidak dapat dijatuhkan. Tindak pidana menikah lagi 
tanpa izin dari pasangan sebelumnya  merupakan suatu tindak 
pidana yang tidak dapat terlepas dari keseluruhan ketentuan tentang 
perkawinan dalam hukum perdata apabila seseorang ingin 
disangkakan kedalam tindak pidana ini, yaitu dimana dalam hukum 
perdata kita mengenal tentang asas monogami namun dalam 
Undang-undang memberikan pengecualian jika seorang suami ingin 
beristri lebih dari satu, yaitu di atur dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-
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undang No.1 Tahun 1974 seorang suami harus mendapat izin dari 
pengadilan dan apabila dikehendaki dari pihak-pihak yang 
bersangkutan, selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang 
No.1 Tahun 1974 pengadilan hanya boleh memberikan izin kepada 
seorang suami untuk beristri lebih dari satu apabila salah satu dari 
ketetuan yang diatur dalam Pasal tersebut tidak dapat di penuhi oleh 
sang istri. Dalam Pasal 5 Undang-undang No.1 Tahun 1974 
memberikan persyaratan terhadap seorang suami yang akan beristri 
lebih dari satu. Untuk dapat mengajukan permohonan ke pengadilan 
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang 
No.1 Tahun 1974 harus memenuhi beberapa unsur syarat-syarat 
yang di atur dalam Pasal tersebut. 
Dalam Hukum Islam sendiri pengaturan mengenai poligami 
merujuk pada Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan Kompilasi Hukum 
Islam menyangkut poligami tidak jauh berbeda dengan Undang-
undang Perkawinan. Hanya saja di dalam Kompilasi Hukum Islam 
dijelaskan antara lain bahwa pria beristeri lebih dari satu diberikan 
pembatasan, yaitu seorang pria tidak boleh beristeri lebih dari 4 
(empat) orang. Selain itu, syarat utama seorang pria untuk 
mempunyai isteri lebih dari satu adalah pria tersebut harus mampu 
berlaku adil terhadap isteri-isterinya dan anak-anaknya (Pasal 55 
Kompilasi Hukum Islam). Dalam kompilasi hukum islam juga ada 
syarat-syarat yang harus di penuhi jika ingin berpoligami yang mana 
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syarat-syaratnya tak jauh beda dengan apa yang diatur dalam 
Undang-undang No.1 Tahun 1974 pada Pasal 7, sedangkan dalam 
kompilasi hukum islam ini sendiri di atur dalam Pasal 57 dan Pasal 
58 Kompilasi Hukum Islam. ketentuan hukum yang telah dijelaskan di 
atas mengikat untuk semua pihak, apabila melakukan pelanggaran 
terhadap ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana. adapun 
Pasal yang dapat menjerat tindak pidana tersebut yaitu Pasal 279 
ayat (1) KUHP. 
Mengenai dakwaan penuntut umum yang dibuat untuk menjerat 
para terdakwa mengunakan dakwaan alternatif. Menurut penulis 
sudah tepat jika penuntut umum menggunakan dakwaan alternatif 
karena dalam perkara ini terlihat adanya suatu pengecualian satu 
sama lain sehingga dapat membuat penuntut umum ragu-ragu dalam 
menentukan Pasal yang mana, yang tepat untuk menjerat para 
terdakwa. Van Bellen sendiri menyatakan jika seorang penutut umum 
membuat dakwaan alternatif di karenakan dalam hal: 
1) Penuntut umum tidak mengetahui dengan pasti perbuatan 
mana dari ketentuan pidana yang didakwakan akan 
terbukti nantinya di pengadilan. 
2) Penuntut umum meragukan ketentuan pidana mana yang 
akan diterapkan oleh hakim atas perbuatan yang menurut 
pertimbangannya telah nyata terbukti73.  
                                                             
73  Andi Hamzah, 1987, Surat Dakwaan, PT Alumni, Jakarta, hlm.52. 
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Dalam perkara ini selain terdakwa di sangkakan kedalam tindak 
pidana menikah lagi yang di atur dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 dan 
ke-2 para terdakwa juga di sangkakan dalam tindak pidana zinah 
sebagaimana di atur dalam Pasal 284 KUHP. 
Pada dakwaan pertama atau kesatu, penulis menganggap 
sudah tepat jika penuntut umum menjerat masing-masing para 
terdakwa menggunakan Pasal 279 ayat (1) ke-1 untuk terdakwa Andi 
Baharuddin,SH.,MH. Dan untuk terdakwa Juwita.R alias Ita Pasal 
279 ayat (1) ke-2, karena dalam setiap unsur-unsur Pasal tersebut 
dapatlah menjerat setiap perbuatan yang di lakukan oleh para 
terdakwa. Adapun Unsur-unsur Pasal dari Pasal 279 ayat (1) ke-1 
yang di gunakan untuk menjerat terdakwa Andi Baharuddin,SH.,MH. 
Sehingga penulis mengatakan tepat adalah sebagai berikut : 
“Barang siapa 
Yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja sebagai 
subjek hukum, penyandang hak dan kewajiban. Sebagai subjek 
hukum, dapat berupa “individu” (naturelijk person) atau badan hukum 
(rechtspersoon);  
Untuk unsur “Barang Siapa” penuntut umum menghadirkan dan 
menghadapkan orang individu sebagai subjek hukum, penyandang 
hak dan kewajiban yang didudukan sebagai terdakwa, selaku 
terdakwa ia dapat menjawab semua pertanyaan yang diajuakan 
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oleh majelis hakim dan penuntut umum dan penasihat hukumnya, 
dan atas pertanyaan hakim ketua majelis, tentang identitas dirinya ia 
terdakwa mengaku mempunyai identitas diri dengan nama Andi 
Baharuddin,SH.,MH, identitas diri mana setelah dicocokan identitas 
sebagaimana termaktub dalam surat dakwaan penuntut umum, 
ternyata sama dan benar dan tidak terdapat kekeliruan mengenai 
orangnya, dengan demikian unsur ke – 1 “barang siapa” telah 
tepenuhi. 
“Yang kawin diketahuinya bahwa perkawinannya yang sudah ada 
menjadi halangan yang sah baginya” 
Syarat utama untuk terpenuhinya unsur ini adalah bahwa 
terdakwa yang didakwa atas Pasal ini saat melakukan 
perkawinannya yang kedua ia mengetahui dengan pasti bahwa ia 
pernah kawin sebelumnya dan perkawinan tersebut belumlah 
dilepaskan sesuai Pasal 199 BW. 
Unsur kedua yang telah dijabarkan diatas berdasarkan fakta 
persidangan yang ada, terdakwa Andi Baharuddin,SH.,MH 
mengetahui dengan pasti bahwa ia terdakwa Andi 
Baharuddin,SH.,MH dengan saudara saksi korban Hasriani masih 
terikat perkawinan yang sah dan di buktikan dengan adanya surat 
Akta Nikah No. 36/VII/1984 Pada tanggal tangal 8 juli 1984 dan 
hingga saat itu tidak adanya pembubaran perkawinan yang mereka 
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lakukan atau yang telah terjadi antara mereka sebelumnya yang 
merujuk pada Pasal 38 Undang-undang No.1 tahun 1974 putusnya 
suatu perkawinan itu di karenakan :  
a. Karena kematian; 
b. Karena perceraian; 
c. Atas keputusan pengadilan. 
walaupun hingga saat ini terdakwa dan saksi korban sudah tidak 
serumah lagi sejak 30 september 2013, lalu terdakwa Andi 
Baharuddin,SH.,MH menikah lagi dengan terdakwa Juwita.R Alias Ita 
pada tanggal 22 februari 2010 di rumah Rusdi (orang tua Juwita) di 
jalan Pettarani II Q No.17 Makassar tanpa izin/ persetujuan dari saksi 
korban Hasriani baik secara lisan maupun tulisan dan telah di 
buktikan dengan terbitnya surat keterangan telah menikah Nomor : 
072/IMAM Pem.PPN/KT/III/2013 tanggal 6 maret 2013 sebagai bukti 
adanya pernikahan terdakwa Andi Baharuddin,SH.,MH dan terdakwa 
Juwita.R alias Ita  dengan demikian unsur ini telah terpenuhi, 
sehingga untuk terdakwa Andi Baharuddin,SH.,MH. Untuk 
menjeratnya kedalalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP ini sudahlah 
tepat.  
Adapun dakwaan kesatu atau pertama khusus yang didakwakan 
terdakwa Juwita.R alias Ita kedalam Pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHP 
penulis juga menganggap sangatlah tepat untuk mejeratnya jika 
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mengunakan Pasal tersebut, adapun unsur-unsur yang dapat penulis 
jabarkan sehingga penulis menganggap Pasal tersebut sudah tepat 
ialah sebagai berikut : 
“Barang siapa” 
Yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah siapa saja 
sebagai subjek hukum, penyandang hak dan kewajiban. Sebagai 
subjek hukum, dapat berupa “individu” (naturelijk person) atau badan 
hukum (rechtspersoon); 
Unsur “Barang Siapa” diatas yang mana dalam perkara a quo 
dipersidangan penuntut umum menghadirkan dan menghadapkan 
orang individu sebagai subjek hukum, penyandang hak dan 
kewajiban yang didudukan sebagai terdakwa, selaku terdakwa ia 
dapat menjawab semua pertanyaan yang diajuakan oleh majelis 
hakim dan penuntut umum dan penasihat hukumnya, dan atas 
pertanyaan hakim ketua majelis, tentang identitas dirinya ia terdakwa 
mengaku mempunyai identitas diri dengan nama Juwita.R alias Ita 
identitas diri mana setelah dicocokan identitas sebagaimana 
termaktub dalam surat dakwaan penuntut umum, ternyata sama dan 
benar dan tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya, dengan 
demikian unsur ke – 1 “barang siapa” telah tepenuhi. 
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“Yang Kawin, Sedang Diketahuinya, Bahwa Perkawinan Yang Sudah 
Ada Dari Pihak Yang Lain Itu Akan Menjadi Halangan Yang Sah Bagi 
Pihak Yang Lain Itu Akan Kawin Lagi.” 
Unsur ini bermakna bahwa pasangan dari calon mempelai, 
mengetahui dengan pasti bahwa pasangan calon istri/suami yang 
akan ia nikahi masih terikat dalam sebuah perkawinan yang sah 
sehingga menjadi penghalang untuk mereka melangsungkan 
pernikahan. 
Untuk unsur kedua yang telah dijabarkan diatas berdasarkan 
fakta bersidangan yang ada terdakwa Juwita.R alias Ita telah 
dikawinkan oleh orang tuanya secara siri dengan terdakwa Andi 
Baharruddin,SH.,MH tanpa di catatkan dalam buku nikah dan 
ternyata mereka serumah dan mempunyai anak hasil perakawinan 
yang dilakukan secara siri sedangkan terdakwa Juwita.R alias Ita 
mengetaui dengan pasti bahwa Terdakwa Andi Baharuddin,SH.,MH 
memiliki istri yang sah yaitu saudara saksi korban Hasriani, di 
pertegas dengan adanya surat Akta Nikah No. 36/VII/1984 Pada 
tanggal tangal 8 juli 1984 , yang hingga saat itu tidak adanya 
pembubaran perkawinan yang mereka lakukan atau yang telah 
terjadi antara mereka sebelumnya jika kita merujuk pada Pasal 38 
Undang-undang No.1 tahun 1974 putusnya suatu perkawinan itu di 
karenakan :  
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a. Karena kematian; 
b. Karena perceraian;  
c. Atas keputusan pengadilan. 
Sehingga menjadikan dalam hal ini unsur dari Pasal tersebut 
telahh terpenuhi untuk menjerat saudara terdakwa Juwita.R alias Ita 
dengan Pasal 279 ayat (1) ke-2. Sehingga dalam dakwaan pertama 
atau kesatu ini sangatlah tepat jika penuntut umum memasukanya 
dalam dakwaanya sehingga dakwaan pertama ini tidak memberikan 
cela sedikitpun yang pasti untuk para terdakwa. 
Adapun Dakwaan ke dua yang di gunakan oleh penuntut umum 
untuk menjerat para terdakwa dan merupakan salah satu tuntutan 
yang diajukan oleh penuntut umum kepada para terdakwa, penulis 
berangapan kurang tepat dengan penerapan yang di gunakan 
penuntut umum, karena penuntut umum menggunakan Pasal 279 
ayat (1)  ke-1 untuk menjerat para terdakwa yaitu Andi 
Baharuddin,SH.,MH dan Juwita.R alias Ita dimana isi dari Pasal 
tersebut sebagai berikut : 
“Barang siapa yang kawin, sedang diketahuimya, bahwa 
perkawinan yang sudah ada menjadi halangan yang sah 
baginya akan kawin lagi.” 
Hal tersebut sejalan pula dengan apa yang dikatakan salah satu 
hakim di pengadilan negeri makassar yang penulis wawancarai pada 
tanggal 23 April 2015 yaitu Ibu Acice,SH.,MH sebagai salah satu 
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hakim yang berada di pengadilan negeri makassar dan pernah 
memutus perkara tentang kawin lagi juga menurut beliau setelah 
membaca dakwaan yang di buat oleh penuntut umum, posisi kasus, 
serta putusan hakim dalam perkara ini yaitu sebagai berikut : 
“pada dasarnya pembuatan serta isi dari surat dakwaan 
merupakan hak dari penuntut umum membuatnya, dan hakim 
dalam memutus suatu perkara juga tidak boleh jauh 
berdasarkan apa yang telah penuntut umum berikan dalam 
dakwaannya, dan dalam perkara ini penuntut umum sudah tepat 
mengunakan dakwaan alternatif namun pada dakwaan kedua 
yang penuntut umum berikan  kepada para terdakwa yang 
mana menerapkan Pasal 279 ayat (1) ke-1 untuk kedua 
terdakwa Andi Baharuddin,SH.,MH dan Juwita.R alias Ita 
kurang tepat, sehingga memberikan cela untuk salah satu 
terdakwa yang mana terdakwa tersebut yaitu Juwita.R alias Ita, 
karena dalam Pasal tersebut syarat utama dapat di jeratnya 
seseorang dalam Pasal tersebut yaitu apabila seseorang yang 
ingin kawin lagi ia secara sadar dan tau bahwa ia masih terikat 
suatu perkawinan yang sah dengan seseorang, sedangkan 
dalam posisi kasus di ketahui bahwa Juwita.R dalam hal ini 
tidak memiliki sebelumnya suatu ikatan perkawinan sebelum ia 
melangsungkan perkawinan dengan saudara terdakwa Andi 
Baharuddin,SH.,MH sehingga hal ini dapat memberi ruang cela 
untuk terlepas dari jeratan Pasal tersebut, namun karena dalam 
hal ini menuntut umum mengunakan dakwaan alternatif 
sehingga hakim dapat memilih dakwaan yang mana yang dapat 
di buktikan kedalam persidangan.” 
Unsur-unsur dari Pasal tersebutpun menurut penulis kurang 
tepat untuk menjerat para terdakwa mengunakan Pasal 279 ayat (1) 
ke-1 sebagai berikut; 
“Barang Siapa” 
Yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja sebagai 
subjek hukum, penyandang hak dan kewajiban. Sebagai subjek 
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hukum, dapat berupa “individu” (naturelijk person) atau badan hukum 
(rechtspersoon). Unsur “Barang Siapa” diatas yang mana dalam 
perkara a quo dipersidangan penuntut umum menghadirkan dan 
menghadapkan orang individu sebagai subjek hukum, penyandang 
hak dan kewajiban yang didudukan sebagai terdakwa, selaku 
terdakwa mereka dapat menjawab semua pertanyaan yang 
diajuakan oleh majelis hakim dan penuntut umum dan penasihat 
hukumnya, dan atas pertanyaan hakim ketua majelis, tentang 
identitas dirinya ia terdakwa mengaku mempunyai identitas diri 
dengan nama Andi Baharuddin,SH.,MH dan Juwita.R alias Ita 
identitas diri mana setelah dicocokan identitas sebagaimana 
termaktub dalam surat dakwaan penuntut umum, ternyata sama dan 
benar dan tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya, dengan 
demikian unsur ke – 1 “barang siapa” telah tepenuhi. 
Yang kawin diketahuinya bahwa perkawinannya yang sudah ada 
menjadi halangan yang sah baginya 
Maksud dari unsur ini yaitu menyelenggarakan sebuah 
perkawinan di mana dengan mealaui tata cara dan syarat-syarat 
yang berlaku dimata hukum maupun dalam kebiasaan masyarakat 
serta dalam hal ini sang mempelai yang akan kawin lagi secara sadar 
dan tau bahwa ia masih terikat dengan ikatan pernikahan yang sah 
dengan pasangan sebelumnya. Dalam hal ini terdakwa Andi 
Baruddin,SH.,MH tentulah dapat di jerat mengunakan Pasal tersebut 
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namun dalam hal saudara Juwita.R alias Ita tak dapat dijerat 
mengunakan Pasal tersebut karena berdasarkan hasil keterangan 
dalam persidangan serta fakta-fakta yang terungkap dalam 
persidangan tersebut Juwita.R alias Ita tidak pernah memiliki suatu 
hubungan atau ikatan perkawinan dengan seseroang sebelum 
melangsungkan perkawinanya dahulu dengan Andi 
Baharuddin,SH.,MH. 
Sehingga menurut penulis kurang tepat jika penuntut umum 
mengunakan Pasal 279 ayat (1) ke-1 ini di gunakan untuk menjerat 
kedua terdakwa karena hal ini memberikan cela tersendiri untuk 
saudara terdakwa Juwita.R untuk dapat terbebas dari ancaman 
pidana, dalam hal ini menurut penulis haruslah pengenaan Pasal 
kepada para terdakwa harus dipisahkan.  Sehingga menurut penulis 
hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini sangat tepat  
jika memilih dakwaan pertama atau kesatu jika ingin di terapkan 
kepada kedua terdakwa sehingga kedua terdakwa tidak dapat bebas 
dari ancaman pidana. 
B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjantuhkan Pidana  
Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menikah Lagi  Tanpa Izin Dari 
Pasangan Perkawinan Sebelumnya Dalam Putusan No 
1416/Pid.B/2014/PN.MKS 
Hakim dalam menjatuhkan pidana sangatlah banyak hal-hal yang 
menjadi bahan pertimbangan dalam memutuskan suatu perkara baik itu 
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pertimbangan yang bersifat yuridis maupun bersifat non-yuridis. 
Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang 
didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan 
dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di 
dalam putusan. Sedangkan Pertimbangan yang bersifat nonyuridis adalah 
diluar dari yang ditentukan oleh Undang-undang, dalam memutus perkara 
No.1416/Pid.B/2014/PN.MKS. 
1. Keterangan Saksi 
1) Saksi  HASRIANI, di bawa sumpah pada pokoknya 
menerangkan sebagai berikut : 
 Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan 
keterangan saksi benar semua ; 
 Bahwa terdakwa di hadapkan ke persidangan sehubungan 
dengan kasus melakukan perkawinan kedua tanpa izin ; 
 Bahwa terdakwa Andi Baharuddin telah melangsungkan 
perkawinan kedua dengan perempuan bernama Juwita R. 
pada tanggal 22 februari 2010 bertempat di rumah orang 
tua JUWITA R. di Jl. Pettarani II Q No. 17 Makkasar ; 
 Bahwa terdakwa   Andi Baharuddin telah dinikahkan degan 
perempuan Juwita R. oleh Drs. Muh. Basir imam pembantu 
PNN Kel. Tamamaung sesuai surat keterangan sudah 
menikah nomor: 072/Imam Pem. PPN/K/III/2013 tanggal 
06 maret 2013 ; 
 Bahwa saksi telah menikah dengan terdakwa Andi 
Baharuddin pada tanggal  08 juli 1984 dan dari 
pernikahannya dengan terdakwa ia dikaruniai 4 (empat) 
orang anak ; 
 Bahwa sampai sekarang saksi belum bercerai dengan 
terdakwa Andi Baharuddin  dan masih berstatus suami 
istri; 
 Bahwa saksi tidak pernah memberi izin kepada suaminya  
terdakwa Andi Baharuddin baik tertulis maupun lisan untuk 
menikah kedua kalinya dengan perempuan JUWITA R ; 
 Bawah saksi dan terdakwa Andi Baharunddin tidak 
serumah lagi dan meninggalkan rumah sejak tanggal 30 
september 2013 sampai sekarang; 
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 Bahwa saksi mengetahui terdakwa Andi Baharuddin telah 
menikah dengan perempuan Juwita.R atas pemberitahuan 
orang, kemudian saksi mengecek ke rumah perempuan 
Juwita.R di  di Jl. Pettarani II Q No. 17 Makassar dan ibu 
kandung terdakwa Juwita.R dan melihat terdakwa Juwita.R 
dalam ke adaan hamil. 
 Bahwa hasil perkawinan tedakwa Andi Baharuddin dengan 
terdakwa  Juwita.R telah dikaruniai 1 (satu) orang anak 
laki-laki ; 
 Bahwa saksi pernah melihat keterangan sudah menikah 
yang diperlihatkan didepan  sidang atara terdakwa Andi 
Baharuddin dengan Juwita.R 
2) Saksi ANDI CAKRA WIRA PRADANA, di bawa sumpah 
pada pokoknya menerakan secara sebagai berikut : 
 Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar 
semua BAP penyidik ; 
 Bahwa  terdakwa di hadapkan ke persidangan sehubungan 
dengan kasus melangsungkan perkawinan  kedua tanpa 
izin ; 
 Bahwa terdakwa telah melangsungkan perkawinan kedua 
dengan perepuan bernama Juwita R. pada tanggal 22 
februari 2010 bertempat di rumah orang tua Juwita R. di Jl. 
Pettarani II Q No.17 Makkasar ; 
 Bahwa sebelumnya terdakwa Andi Baharunddin pada 
tanggal 08 juli 1984 telah menikah  dengan ibu saksi yaitu  
perempuan HASRIANI dan dari pernikahan itu dikaruniai 4 
(empat) orang anak; 
 Bahwa sampai sekarang ibu kandungnya perempuan 
HASRIANI belum bercerai dengan terdakwa ANDI 
BAHARUDDIN dan masih berstatus suami istri sampai 
sekarang;   
 Bahwa ibu kadungnya bernama HASRIANI tidak pernah 
memberi izin  kepada terdakwa Andi Baharuddin baik 
tertulis maupun lisan untuk menikah kedua kalinya dengan 
terdakwa JUWITA R ; 
 Bahwa saksi megetahui kalau ayahnya yaitu terdakwa  
ANDI  BAHARUNDDIN telah menikah dengan perepuan 
JUWITA kerena atas pemberitaan ibu kandung saksi, 
karena telah setelah  mengecek ke rumah  terdakwa 
JUWITA di Jl. Pettarani II Q No.17 Makkasar; 
 Bahwa benar hasil perkawinan terdakwa ANDI 
BAHARUDDIN dengan terdakwa JUWITA telah dikaruniai 
1 (satu) orang anak laki-laki ; 
 Bahwa sejak lebaran terdakwa Andi Baharuddin sudah 
serumah dengan terdakwa Juwita ; 
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 Bahwa terdakwa Andi Baharuddin  tidak pernah 
membicarakan kepada saksi bahwa akan menikahi 
terdakwa Juwita. 
 Bahwa terjadinya masalah antara terdakwa Andi 
Baharuddin dengan ibu saksi Hasriani sejak megenal 
terdakwa Juwita dan sebelumnya mereka rukun saja. 
 Bahwa terdakwa Andi Baharuddin sering datang kerumah 
namun hanya didepan pintu rumah saja dan setelah itu 
pulang dan tidak tahu kemana pulangnya. 
3) Saksi ANDI FAJARWATI, SH.,M.Kn, di bawah sumpah 
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : 
 Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar 
semua BAP penyidik; 
 Bahwa benar terdakwa di hadapkan ke persidangan 
sehubungan dengan kasus melangsungkan perkawinan 
kedua tanpa izin dari istri nya bernama Hasriani ; 
 Bahwa terdakwa telah melangsungkan perkawinan kedua 
dengan perempuan bernama JUWITA R. pada tanggal 22 
februari 2010 bertempat di rumah orang tua JUWITA R. di 
Jl. Pettarani II Q No.17 Makkasar ; 
 Bahwa sebelumnya terdakwa ANDI BAHARUDDIN pada 
tanggal 08 juli 1984 telah menikah dengan ibu saksi 
HASRIANI dan dari pernikahan itu dikaruniai 4 (empat) 
orang anak ; 
 Bahwa Sampai sekarang ibu kandungnya perepuan 
HASRIANI belum bercerai dengan terdakwa ANDI 
BAHARUDDIN dan masih berstatus suami istri ; 
 Bahwa ibu saksi HASRIANI tidak pernah memberi izin 
kepada terdakwa ANDI BAHARUDDIN baik tertulis 
maupun lisan untuk menikah kedua kalinya dengan 
perempuan JUWITA R ; 
 Bahwa  saksi mengetahui terdakwa ANDI BAHARUDDIN 
telah menikah dengan perempuan JUWITA karena atas 
pemberitaan ibu kandungnya perempuan HASRIANI. 
Karena ibu kandungnya setelah mengecek ke rumah 
perempuan JUWITA  di Jl. Pettarani II Q No. 17  Makkasar 
dan saat itu ibu kandung perempuan JUWITA 
menyampaikan kepada ibu kandungnya yaitu perempuan 
HASRIANI kalau ayahnya yaitu terdakwa ANDI 
BAHARUDDIN benar telah menikah dengan perempuan 
JUWITA ; 
 Bahwa benar hasil perkawinan ayahnya yaitu terdakwa 
ANDI BAHARUDDIN dengan perempuan JUWITA telah 
dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki ; 
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 Dari keterangan saksi tersebut terdakwa telah 
membenarkannya. 
 Bahwa ibu saksi Hasriani dan Andi Baharuddin tidak 
serumah lagi sejak akhir agustus 2013 sampai sekarang ; 
 Bahwa terdakwa Andi Baharuddin pernah datang kerumah 
untuk mengajak ibu saksi Hasriani untuk mencabut 
laporannya dan saat itu tidak masuk ke dalam rumah ; 
4) Saksi Drs. MUH. BASIR, di bawah sumpah pada 
pokoknya menerangkan sebagai berikut : 
 Bahwa saksi ia kenal dengan terdakwa dan tidak ada 
hubungan keluarga dengannya ; 
 Bahwa saksi adalah Imam Kel. Tammamaung 
Kec.penakukang kota makkasar sejak tahun 2003 sampai 
sekarang ; 
 Bahwa saksi pernah menikahkan terdakwa Andi 
Baharuddin dengan perempuan JUWITA yaitu pada 
tanggal 22 februari 2010 bertempat dirumah RUSDI (orang 
tua perempuan JUWITA) di jln Pettarani II Q No.17 
Makassar; 
 Bahwa saat saksi menikahkan terdakwa ANDI 
BAHARUDDIN dengan terdakwa JUWITA yang menjadi 
wali pernikahan adalah lelaki RUSDI (ayah terdakwa 
JUWITA) dan disaksikan oleh perempuan SUBAEDAH (ibu 
kadung perempuan JUWITA) serta keluarganya; 
 Bahwa pada waktu saksi menikahkan terdakwa ANDI 
BAHARUDDIN dengan perempuan JUWITA sebelumnya ia 
tidak mengetahui kalau terdakwa ANDI BAHARUDDIN 
telah mempunyai istri; 
 Bahwa sebelum saksi menikahkan terdakwa ANDI 
BAHARUDDIN dengan perempuan JUWITA, ayah 
kandung perempuan JUWITA yaitu lelaki RUSDI datang ke 
rumah miliknya dan menyampaikan kepadanya kalau ia 
ingin menikahkan anaknya perempuan JUWITA dengan 
ANDI BAHARUDDIN dengan alasan siri’ karena telah 
hamil. 
 Bahwa pernikahan terdakwa ANDI BAHARUDDIN dengan 
terdakwa JUWITA tidak ada buku nikah karena pernikahan 
itu tidak tercatat / terdaftar di KUA Kec. Panakukang dan ia 
hanya membuatkan surat keterangan sudah nikah Nomor : 
072/Imam Pem. PPN/KT/III/2013 
 Bahwa saksi membuatkan surat keterangan sudah nikah 
karena terdakwa JUWITA meminta kepadanya untuk 
dibuatkan surat keterangan sudah nikah untuk 
dipergunakan pengurusan akte lahir di kantor catatan sipil; 
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 Bahwa benar fotocopy surat keterangan sudah nikah 
Nomor : 072/Imam Pem.PPN/KT/III/2013 yang 
diperlihatkan kepadanya adalah surat keterangan sudah 
nikah yang ia buat selaku Imam Kel. Tamaaung Kec. 
Penakukang 
5) Saksi SUBAEDAH, di bawah sumpah pokoknya 
menerakan sebagai berikut : 
 Bahwa bulan februari 2010 anak saksi yaitu perempuan 
JUWITA telah menikah dengan terdakwa ANDI 
BAHARUDDIN bertempat di rumah saksi di Jl. Pettarani Q 
II No. 17 makkasar. 
 Bahwa suami saksi yang menikahkan JUWITA dengan 
terdakwa ANDI BAHARUDDIN, sebelumnya terdakwa 
ANDI BAHARUDDIN datang melamar anaknya perempuan 
JUWITA dan ia mengetahui kalau terdakwa ANDI 
BAHARUDDIN telah mempunyai istri dan anak namun 
karena anaknya perempuan JUWITA telah hamil sehingga 
ia menikahkanya dengan terdakwa ANDI BAHARUDDIN 
 Bahwa pernikahan anaknya perempuan JUWITA dengan 
terdakwa ANDI BAHARUDDIN tidak terdaftar di KUA Kec. 
Penakukang 
 Bahwa pernikahan anaknya perempuan JUWITA dengan 
terdakwa ANDI BAHARUDDIN telah dikaruniai seorang 
anak laki-laki bernama ILHAM. 
 Bahwa benar pernikahan anaknya perempuan JUWITA 
dengan terdakwa ANDI BAHARUDDIN sebelumnya tidak 
ada surat persetujuan izin dari istri sah terdakwa ANDI 
BAHARUDDIN 
 Dari keteragan tersebut dibenarkan oleh para terdakwa 
6) Saksi RUSDI, dibahwa sumpah pokoknya menerangkan 
sebagai berikut : 
 Bahwa benar bulan februari 2010 anaknya yaitu 
perempuan JUWITA telah menikah dengan terdakwa ANDI 
BAHARUDDIN bertempat dirumah miliknya di Jl. Pettarani 
Q II No.17 Makkasar. 
 Bahwa benar saat ia menikahkan anaknya perempuan 
JUWITA dengan terdakwa ANDI BAHARUDDIN datang 
melamar ananya perempuan JUWITA dan ia mengetaui 
kalau terdakwa ANDI BAHARUDDIN telah mempunyai istri 
dan anak namun karena anaknya perempuan JUWITA 
telah hamil sehungga ia menikahkanya dengan terdakwa 
ANDI BAHARUDDIN 
 Bahwa benar pernikahan anaknya perempuan JUWITA 
dengan terdakwa ANDI BAHARUDDIN tidak terdaftar di 
KUA Kec. Penakukang 
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 Bahwa benar pernikahan anaknya perempuan JUWITA 
dengan terdakwa ANDI BAHARUDDIN telah dikaruniai 
seorang anak laki-laki bernama ILHAM. 
 Bahwa benar pernikahan anaknya perempuan JUWITA 
dengan terdakwa ANDI BAHARUDDIN sebelumnya tidak 
ada surat persetujuan izin dari istri sah terdakwa ANDI 
BAHARUDDIN 
 Dari keterangan tersebut di benar kan oleh para terdakwa  
Menimbang Bahwa para terdakwa telah mengajukan saksi 
meringankan (a de charge) sebagai berikut : 
1) HIDAYANI (saksi a de charge) di bawah sumpah pada 
pokoknya menerangkan: 
 Bahwa saksi mengetahui terdakwa ANDI BAHARUDDIN dan 
Juwita menikah Tahun 2010 di rumah juwita di Jalan 
AP.Pettarani II Q No.17 Makassar dan dari perkawinan 
tersebut telah lahir seorang anak tahun 2010 
 Bahwa saksi mengetahui terdakwa Andi Baharuddin telah 
mempunyai seorang istri; 
 Bahwa istri terdakwa Andi Baharuddin pernah datang 
kerumah Juwita saat anak Juwita berumur 9 atau 10 bulan 
dan saksi 
 Bahwa maksud kedatangan istri terdakwa Andi Baharuddin 
tersebut adalah mencari suaminya 
 Bahwa tidak ada petugas KUA pada waktu pernikahan 
terdakwa andi baharuddin dan juwita 
2) SYAHRINA RUSDI (saksi a de charge) di bawah sumpah 
pokoknya menerangkan : 
 Bahwa saksi tidak mengetahui masalah apa sehingga 
terdakwa diajukan kepersidangan 
 Bahwa terdakwa Andi Baharuddin dan Juwita telah menikah 
pada tahun 2010 dan pernikahan tersebut saksi ketahui 
setelah saksi pulang dari sekolah 
 Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya Andi 
Baharuddi dan Juwita.R pacaran 
 Bahwa terdakwa Juwita menikah dengan terdakwa Andi 
Baharuddin karena terdakwa Juwita Hamil. 
 Bahwa akhir tahun 2013 sampai dengan sekarang terdakwa 
Andi Baharuddin dan Juwita sudah serumah. 
 Bahwa saksi mengetahui terdakwa Andi Baharuddin telah 
mempunya seorang istri bernama Hasriani 
 Bahwa dari perkawinan terdakwa Andi Baharuddin dengan 
Juwita telah lahir seorang anak. 
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 Bapak saksi bernama Rusdi yang menikahkan terdakwa 
Andi Baharuddin dan Juwita. 
 Bahwa saksi tidak mengetahui apakah istri terdakwa andi 
baharuddin mengizinkan menikah dengan terdakwa juwita 
 Bahwa istri terdakwa Andi Baharuddin pernah datang 
Kerumah memanggil terdakwa Andi Baharuddin untuk 
pulang; 
2. Keterangan terdakwa 
1) Terdakwa ANDI BAHARUDDIN,SH.,MH pada pokoknya 
menerangkan sebagai berikut : 
 Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan 
dengan kasus melangsungkan pernikahan tanpa izin 
 Bahwa semua keterangan terdakwa telah tertuang dalam 
BAP penyidik 
 Bahwa terdakwa telah menikah secara siri dengan terdakwa 
Juwita pada tahun 20120 untuk mempertanggungjawabkan 
perbuatanya terdakwa karena terdakwa Juwita telah hamil. 
 Bahwa tidak ada izin dari istri saksi bernama Hasriani untuk 
menikah dengan terdakwa Juwita. 
 Bahwa dari perkawinan terdakwa dengan Juwita telah lahir 
satu orang anak laki-laki bernama ilham. 
 Bahwa istri terdakwa bernama Hasriani telah mengetahui 
bahwa terdakwa telah melakukan pernikahan dengan 
juwita sebelum melahirkan dan menyampaikan bahwa 
sudah terlanjurmi dan tidak terima. 
 Bahwa istri terdakwa Hasriani telah mengetahui bahwa 
terdakwa Juwita telah melahirkan seorang anak dari hasil 
perkawinan tersebut. 
 Bahwa istri terdakwa Hasriani mengetahui bahwa terdakwa 
sering datang kerumah juwita membawakan susu dari 
anaknya tersebut dan menyatakan tidak sependapat dan 
menyatakan kepada terdakwa itu bukan anakmu. 
 Bahwa sebelum terdakwa menikah dengan Terdakwa Juwita 
ia telah menikah dengan perempuan Hasriani pada tahun 
1984 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak. 
 Bahwa yang terdakwa dengan terdakwa Juwita adalah lelaki 
Rusdi ayah kandung dan disaksikan oleh perempuan 
Subaedah (ibu kandung terdakwa Juwita) dan saudara 
kandung perempuan juwita. 
 Bahwa saat ia menikah dengan terdakwa Juwita terdakwa 
masih suami istri yang sah dari perempuan Hasriani 
 Bahwa benar surat keterangan sudah nikah Nomor: 




2) Terdakwa JUWITA R. Alias Ita pada pokonya menerangkan 
sebagai  berikut : 
 Bahwa benar ia pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan 
dengan kasus melangsungkan pernikahan tanpa izin 
 Bahwa benar semua keterangannya yang tertuang dalam 
BAP penyidik 
 Bahwa ada tanggal 22 februari 2010 bertempat di rumah 
orang tuanya di jl pettarani II Q No.17 Makassar ia telah 
melangsungkan pernikahan dengan terdakwa Andi 
Baharuddin 
 Bahwa terdakwa menikah dengan terdakwa Andi Baharuddin 
sebelumnya terdakwa Andi Baharuddin tidak ada izin dari 
perempuan Hasriani selaku istri sah terdakwa Andi 
Baharuddin. 
 Bahwa sebelum terdakwa menikah dengan terdakwa ANDI 
BAHARUDDIN, terdakwa ANDI BAHARUDDIN masih 
berstatus suami istri dengan perempuan HASRIANI dan 
telah dikaruniai 4 (empat) orang anak. 
 Bahwa yang menikahkan terdakwa dengan terdakwa ANDI 
BAHARUDDIN adalah lelaki RUSDI (ayah kandung 
terdakwa) dan disaksikan oleh perempuan SUBAEDAH 
(ibu kandungnya) dan saudara kandungnya. 
 Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat nikah dengan 
terdakwa ANDI BAHARUDDIN karena dia hanya nikah siri 
dan tidak terdaftar di KUA kec.Panakukang. 
 Bahwa saat terdakwa menikah dengan terdakwa ANDI 
BAHARUDDIN terdakwa ANDI BAHARUDDIN masih 
suami istri yang sah dengan perempuan HASRIANI 
 Bahwa benar saat ia menikah dengan terdakwa ANDI 
BAHARUDDIN saat itu ia sudah hamil 
 Bahwa benar dari perkawinannya dengan terdakwa ANDI 
BAHARUDDIN ia telah di karuniai seorang anak bernama 
ANDI ILHAM 
 Bahwa benar surat keterangan sudah menikah Nomor : 
072/Imam Pem.PPN/KT/III/2013 yang diperlihatkan 
didepan persidangan, ia pergunakan untuk mengurus akte 









3. Pertimbangan Hakim 
Adapun pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 
putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 
1416/Pid.B/201/PN.Mks. yaitu sebagai berikut : 
Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan 
diperbolehkan fakta-fakta hukum sebagai hukum : 
 Bahwa benar terdakwa Andi Baharuddin, SH.,MH adalah 
suami sah dari saksi hasriani yang telah melangsungkan 
perkawinannya pada tanggal 8 juli 1984; 
 Bahwa benar terdakwa Andi Baharuddin,SH.,MH sampai 
saati ini masih terikat dalam perkawinan dengan saksi Hasriani; 
 Bahwa benar perkawinan terdakwa Andi Baharuddin,SH.,MH 
dengan saksi Hasriani di laksanakan berdasarkan ajaran agama 
islam; 
 Bahwa benar sekarang ini terdakwa Andi 
Baharuddin,SH.,MH adalah anggota polri aktif; 
 Bahwa benar terdakwa Andi Baharuddin,SH.,MH telah 
dinikahkan oleh saksi Rusdi dengan anaknya bernama Juwita.R 
alias Ita pada tanggal 22 februari 2010; 
 Bahwa pernikahan terdakwa Andi Baharuddin,SH.,MH 
dengan Juwita.R alias Ita dilakukan dirumahnya di jalan AP 
Pettarani II No.17 Makassar tanpa dicatatkan di KUA setempat; 
 Bahwa benar terdakwa Juwita.R alias ita telah mempunyai 
anak laki-laki bernama ilham; 
 Bahwa benar anak Juwita.R alias Ita adalah hasil 
perkawinan dengan terdakwa Andi Baharuddin,SH.,MH; 
 Bahwa benar sekarang ini terdakwa Andi 
Baharuddin,SH.,MH serumah dengan terdakwa Juwita.R alias 
Ita; 
 Bahwa terdakwa Juwita.R alias Ita mengetahui kalau 
terdakwa Andi Baharuddin,SH.,MH suami dari Hasriani yang 
masih terikat dalam perkawinannya; 
 Bahwa benar saksi Hasriani tidak pernah memberikan izin 
kepada suaminya terdakwa Andi Baharuddin,SH.,MH untuk 
kawin lagi; 
Menimbang, bahwa majelis hakim akan mepertimbangkan 
apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para 
terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang 
didakwakan kepadanya; 
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Menimbang, bahwa terdakwa I telah didakwa oleh penuntut 
umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga 
Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum 
tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu 
(pertama) untuk terdakwa Andi Baharuddin,SH.,MH 
sebagaimana diatur dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP, yang 
unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : 
 
1. Barang siapa 
2. Yang kawin diketahui bahwa perkawinannya yang sudah ada 
menjadi halangan yang sah baginya akan kawin lagi. 
 
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis 
hakim mepertimbangkan sebagai berikut : 
 
Ad.1. Barang siapa; 
 
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah 
siapa saja sebagai subjek hukum, penyandang hak dan 
kewajiban. Sebagai subjek hukum, dapat berupa “individu” 
(naturelijk person) atau badan hukum (rechtspersoon); 
 
Menimbang bahwa dalam perkara a quo dipersidangan 
penuntut umum menghadirkan dan menghadapkan orang 
individu sebagai subjek hukum, penyandang hak dan kewajiban 
yang didudukan sebagai terdakwa, selaku terdakwa ia dapat 
menjawab semua pertanyaan yang diajuakan oleh majelis 
hakim dan penuntut umum dan penasihat hukumnya, dan atas 
pertanyaan hakim ketua majelis, tentang identitas dirinya ia 
terdakwa mengaku mempunyai identitas diri dengan nama Andi 
Baharuddin,SH.,MH, identits diri mana setelah dicocokan 
identitas sebagaimana termaktub dalam surat dakwaan 
penuntut umum, ternyata sama dan benar dan tidak terdapat 
kekeliruan mengenai orangnya, dengan demikian unsur ke – 1 
“barang siapa” telah tepenuhi. 
Ad.2. Yang kawin diketahui bahwa perkawinannya yang 
sudah ada menjadi halangan yang sah baginya 
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh 
dipersidangan bahwa terdakwa Andi Baharuddin,SH.,MH adalah 
anggota Polri aktif yang sampai saat ini masih terikat dalam 
perkawinan dengan saksi Hasriani. Bahwa perkawinan antara 
Andi Baharuddin,SH.,MH dengan saksi Hasriani dilaksanakan 
berdasarkan ajaran agama islam, walaupun saat ini terdakwa 
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Andi Baharuddin,SH.,MH tidak serumah lagi dengan saksi 
Hasriani; 
 
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh 
dipersidangan bahwa terdakwa Andi Baharuddin,SH.,MH telah 
dinikahkan oleh orang tua terdakwa Juwita.R alias Ita tanpa 
dicatat dalam buku nikah yang dalam adat perkawinan tersebut 
dikenal dengan istilah kawin siri, dan sekarang sudah serumah 
dengan terdakwa Juwita.R alias Ita dan ternyata pula bahwa 
hubungan terdakwa Andi Baharddin,SH.,MH dengan terdakwa 
Juwita.R alias Ita telah melahirkan anak, hasil perkawinan siri 
dengan terdakwa Andi Baharuddin,SH.,MH sedangkan Hasriani 
sebagai istri sahnya tidak pernah memberikan izin kepada 
terdakwa Andi Bahruddin,SH.,MH sebagaimana suaminya untuk 
kawin lagi; 
 
Menimbang berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terbukti 
bahwa anatara terdakwa Andi Baharuddin,SH.,MH telah 
melangsungkan pernikahan dengan terdakwa juwita.R alias ita, 
yang mana berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang No.1 
tahun 1974 tentang perkawinan, yang menganut asas 
Monogami, bila suami hendak beristri lebih dari seorang harus 
mendapat izin dari pengadilan, ternyata dalam perkara a quo 
terdakwa telah dinikahkan oleh orang tua terdakwa Juwita.R 
alias Ita dengan Juwita.R alias Ita, dan dalam melangsungkan 
perkawinannya walaupun dalam perkawinan siri terdakwa 
dengan juwita R alias Ita tidak dapat menunujukan bahwa 
sudah ada izin untuk itu, maka majelis berpendapat bahwa 
dengan tidak adanya izin tersebut merupakan halangan baginya 
untuk kawin lagi; (Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 Undang-undang 
No.1 Tahun 1974). 
 
Menimbang, selanjutnya akan dipertimbangkan tentang 
pembelaan terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa Andi 
Baharuddin,SH.,MH dengan terdakwa Juwita.R alias Ita 
perkawinanya tanpa dicatatkan, sehingga tidak ada buku nikah 
maka apa yang terjadi antara terdakwa Andi 
Baharuddin,SH.,MH dengan terdakwa Juwita.R alias Ita tidak 
memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No.1 
tahun 1974 tentang perkawinan, terhadap pembelaan yang 
demikian  menurut majelis tidak beralasan karena berdasarkan 
fakta dipersidangan terdakwa oleh orang tua Juwita.R alias Ita 
telah dinikahkan (Nikah Siri) dan sekarang dari hasil hubungan 
terdakwa dengan Juwita R alias Ita telah dikarunia anak 
sehingga perkawinan yang dilakukan terdakwa walaupun tanpa 
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dicatatkan haruslah dianggap ada oleh karena itu pembelaan 
terdakwa harus dikesampingkan. 
 
Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang 
pembelaan terdakwa dan penasehat hukumnya yang 
menyatakan bahwa perkara ini sudah kadaluwarsa bila 
mengacu pada ketentuan Pasal 74 KUHP, yang mman menurut 
terdakwa dan penasihat hukumnya dakwaan yang dihadapkan 
padanya merupakan delik aduan, terhadap pembelaan yang 
demikian apakah beralasan atau tidak majelis hakim akan 
mempertimbangkan sebagai berikut : 
 
Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim pelajari secara 
seksama dakwaan yang dihadapkan pada terdakwa khususnya 
yang dinyatakan terdakwa dianggap langgar ketentuan Pasal 
279 ayat (1) KUHP perbuatan terdakwa tersebut diatur dalam 
Bab XIII yakni mengatur tentang kejahatan terhadap kedudukan 
warga bukan kejahatan kesopanan yang diatur dalam Bab XIV, 
sehingga terhadap kejahatan tersebut bukan merupakan delik 
aduan absolut, sehingga terhadap dakwaan yang terhadap 
dihadapkan terdakwa tersebut tidak tunduk pada ketentuan 
Pasal 74 KUHP oleh karena itu pembelaan tersebut harus 
dikesampingkan; 
 
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas 
majelis Hakim berpendapat bahwa unsue ad.2. telah dipenuhi : 
 
Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terhadap 
dakwaan yang dihadapkan kepada terdakwa II Juwita.R alias 
Ita: 
 
Menimbang, bahwa terdakwa II telah didakwa oleh penuntut 
umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif , sehingga 
Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum 
tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu/ 
pertama untuk terdakwa II Juwita.R alias Ita, sebagaimana 
diatur dalam Pasal 279 ayat (1) ke- 2 KUHP yang unsur-
unsurnya adalah sebagai berikut : 
 
1. Barang siapa 
2. Yang kawin sedang diketahuinya bahwa perkawinannya 
yang sudah ada dari pihak yang lain itu akan menjadi halangan 
yang sah bagi pihak yang lain akan kawin lagi;  
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis 
Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : 
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Ad.1. Barang Siapa 
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah 
siapa saja sebagai subjek hukum, penyandang hak dan 
kewajiban. Sebagai subjek hukum, dapat berupa “individu” 
(naturelijk person) atau badan hukum (rechtspersoon); 
 
Menimbang bahwa dalam perkara a quo dipersidangan 
penuntut umum menghadirkan dan menghadapkan orang 
individu sebagai subjek hukum, penyandang hak dan kewajiban 
yang didudukan sebagai terdakwa, selaku terdakwa ia dapat 
menjawab semua pertanyaan yang diajuakan oleh majelis 
hakim dan penuntut umum dan penasihat hukumnya, dan atas 
pertanyaan hakim ketua majelis, tentang identitas dirinya ia 
terdakwa mengaku mempunyai identitas diri dengan nama 
Juwita.R alias Ita identitas diri mana setelah dicocokan identitas 
sebagaimana termaktub dalam surat dakwaan penuntut umum, 
ternyata sama dan benar dan tidak terdapat kekeliruan 
mengenai orangnya, dengan demikian unsur ke – 1 “barang 
siapa” telah tepenuhi. 
Ad.2. Yang Kawin Sedang Diketahuinya Bahwa 
Perkawinannya Yang Sudah Ada Dari Pihak Yang Lain Itu 
Akan Menjadi Halangan Yang Sah Bagi Pihak Yang Lain 
Akan Kawin Lagi; 
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh 
dipersidangan bahwa terdakwa Juwita.R alias Ita, telah 
dikawinkan oleh orang tuanya secara siri dengan laki-laki yakni 
Andi Baharuddin,SH.,MH atas perkawinannya tersebut tanpa 
tercatat dalam buku nikah dan ternyata mereka sudah serumah 
serta telah mempunyai anak hasil perkawinan yang dilakukan 
secara siri, sedangkann terdakwa juwita.R alias Ita mengetahui 
kalau terdakwa Andi Baharuddin,SH.,MH telah mempunyai istri 
yang sah bernama Hasriani sedangkan Hasriani tidak pernah 
memberikan izin kepada suaminya untuk kawin lagi; 
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas 
terbukti bahwa antara terdakwa Andi Baharuddin,SH.,MH dan 
saksi Hasriani adalah suami istri yang sah yang perkawinannya 
dilaksanakan menurut agama islam dan ternyata Juwita.R alias 
Ita telah dinikahkan oleh orang tuanya dengan terdakwa Andi 
Baharuddin,SH.,MH yang mana berdasarkan ketentuan dalam 
Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan.yang 
menganut asas monogami, dan bila perempuan hendak 
bersuami dengan seorang laki-laki yang sudah beristri laki-laki 
calon suami tersebut harus mendapatkan izin dari pengadilan, 
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ternyata terdakwa tidak dapat menunjukan bahwa laki-laki yang 
hendak menikahinya sudah ada izin untuk itu maka majelis 
berpendapat bahwa dengan tidak adanya izin tersebut 
merupakan halangan baginya untuk kawin; 
Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang 
pembelaan terdakwa dan penasehat hukumnya yang 
menyatakan bahwa perkara ini sudah kadaluarwarsa dengan 
mengacu pada ketentua Pasal 74 KUHP, yang mana menurut 
terdakwa dan penasihat hukumnya dakwaan yang dihadapkan 
padanya merupakan delik aduan, apakah beralasan atau tidak 
majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut; 
Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mepelajari secara 
seksama dakwaan yang dihadapkan pada terdakwa khususnya 
yang menyatakan terdakwa dianggap melanggar ketentuan 
Pasal 278 KUHP ayat (1) KUHP perbuatan terdakwa tersebut 
diatur dalam Bab XIII yang mengatur tentang kejahatan 
terhadap kedudukan warga, sehingga terhadap kejahatan 
tersebut bukan merupakan delik aduan absolut sehingga tunduk 
pada ketentuan Pasal 74 KUHP oleh karena itu pembelaan 
tersebut harus dikesampingkan; 
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan 
tersebut diatas unsur ad.2 telah terpenuhi; 
Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 279 
ayat (1) ke- 1 dan ke-2 telah terpenuhi, maka para terdakwa 
haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan 
melakukan tindak pidana sebagaimana didakwankan dalam 
dakwaan alternatif ke pertama; 
Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa tidak ditahan dan 
menurut pendapat Majelis Hakim dengan pemperhatikan 
maksud penahanan yang merupakan suatu upaya untuk 
menjamin agar mudahnya proses persidangan dan agar 
terdakwa tidak melarikan diri serta mengulangi lagi 
perbuatannya, dan terhadap hal yang seperti itu tidak ada pada 
diri para terdakwa oleh karena itu kepada dinyatakan tetap tidak 
ditahan; 
Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para 
terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan 
yang memberatkan dan yang meringakan para terdakwa: 
Keadaan yang memberatkan; 
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 Terdakwa I adalah seorang perwira yang prbuatan 
seharusnya menjadi panutan akan tetapi dalam hal ini tidak 
pantas; 
 Terdakwa II perbuatannya dapat membuat mencederai 
perasaan kaum isteri 
Keadaan yang meringakan; 
 Terdakwa I dan II menyesali perbuatanya; 
 Terdakwa I dan II belum pernah di hukum; 
 
4. Putusan Majelis Hakim 
Adapun putusan majelis hakim dalam perkara No. 
1416/Pid.B/2014/PN.Mks : 
1) Menyatakan terdakwa I. Andi Baharuddin,SH.,MH dan 
terdakwa II. Juwita.R alias Ita tersebut diatas terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakuka tindak 
pidan “kawin sedang diketahuinya bahwa 
perkawinannya yang sudah ada menjadi halangan 
yang sah baginya” 
2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. Andi 
Baharuddin,SH.,MH dan terdakwa II. Juwita.R alias Ita oleh 
karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 
(satu) tahun; 
3) Membebankan kepada para terdakwa membayar biaya 





5. Analisa Hukum 
Sebagaimana kita ketahui dalam proses pemeriksaan suatu 
tindak pidana harus melalui proses hukum acara pidana, keputusan 
hakim haruslah selalu didasarkan atas surat pelimpahan perkara 
yang memuat seluruh dakwaan atas kesalahan terdakwa. Selain itu 
keputusan hakim tidak dapat terlepas dari hasil pembuktian selama 
pemeriksaan dan sidang pengadilan, sehingga proses untuk 
menetukan bersalah tidaknya perbuatan yang dilakukan oleh 
seseorang hal ini semata-mata dibawah kekuasaan kehakiman. 
Hakim dalam menyelesaikan suatu perkara, khususnya perkara 
pidana tidak jarang kita temui bahwa untuk menyelesaikan satu 
perkara tersebut memerlukan waktu yang panjang. Hambatan atau 
kesulitan yang di temui hakim dalam menjatuhkan putusan 
bersumber dari beberapa faktor penyebab seperti pembela yang 
selalu menyembunyikan suatu perkara, keteragan saksi yang 
berbelit-belit, serta adanya pertentangan keterangan antara saksi 
satu dengan saksi lain selain itu tidak lengkapnya bukti materil yang 
diperlukan sebagai alat bukti dalam persidangan. keputusan hakim 
sendiri dalam suatu perkara harus didasarkan keyakinan hakim 
sendiri serta minimal dua dari lima alat bukti yang sah. Dengan 
demikian antara alat bukti dan keyakinan hakim diharuskan adanya 
hubungan kausalitas (sebab akibat). Hal ini dipertegas dalam 
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ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana 
selanjutnya di sebut KUHAP yang isinya ; 
“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang 
kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang 
sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana 
benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah 
melakukannya.” 
 
Yang dimaksud alat bukti adalah segala sesuatu yang ada 
hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat 
bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna 
menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak 
pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.74 Berdasarkan Pasal 184 
ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah ialah : 
a. Keterangan saksi; 
b. Keterangan ahli; 
c. Surat;  
d. Petunjuk; 
e. Keterangan terdakwa. 
 
Apabila dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Makassar 
No. 1416/Pid.B/2014/PN.Mks, yang dijadikan pertimbangan yuridis 
oleh hakim adalah semua fakta yang terungkap di persidangan. 
Fakta yang dimaksud adalah dalam bentuk alat-alat bukti 
sebagaimana dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Berikut penulis akan 
memaparkan mengenai alat bukti yang dihadirkan ke persidangan 
yakni keterangan saksi, dan keterangan terdakwa: 
 
                                                             
74 Hari Sasangka & Lily Rosita, 2003, Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana, 
Mandar Maju, Bandung,  hlm. 11. 
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a. Keterangan Saksi  
Menjadi saksi adalah salah satu kewajiban setiap orang. 
Orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu sidang 
pengadilan untuk memberikan keterangan, tetapi dengan 
menolak kewajiban itu ia dapat dikenakan pidana berdasarkan 
ketentuan Undang-undang yang berlaku.75 Keterangan saksi 
adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa 
keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia 
dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan 
menyebut alasan dari pengetahuannya itu.76 Keterangan 
seorang saksi baru mempunyai nilai pembuktian apabila saksi 
tersebut di sumpah terlebih dahulu sebelum memberikan 
keterangan.  
Untuk membuktikan kesalahan terdakwa dalam Putusan 
Perkara Nomor 1416/Pid.B/2014/PN.Mks majelis hakim telah 
mengahadirkan 6 (enam) orang saksi  yang telah di ajuakan 
oleh penuntut umum yaitu saksi (1) Hasriani, saksi (2) Andi 
Cakra Wira Pradana, saksi (3) Andi Fajarwati,SH.,M.Kn, saksi 
(4) Drs. Muh. Basir, saksi (5) Subaedah, Saksi (6) Rusdi selain 
itu hakim juga menghadir 2 saksi A de charge yaitu saksi (1) 
Handayani, saksi (2) Syahrina Rusdi yang menerangkan fakta-
fakta yang terungkap berdasarkan keterangan para saksi yang 
                                                             
75 Lihat penjelasan Pasal 159 ayat (2) KUHAP. 
76 Lihat Pasal 1 butir 27 KUHAP. 
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menerangkan hal yang sama dan saling berkaitan yaitu sebagai 
berikut : 
 Bahwa benar terdakwa Andi Baharuddin, SH.,MH 
adalah suami sah dari saksi hasriani yang telah 
melangsungkan perkawinannya pada tanggal 8 juli 
1984; 
 Bahwa benar terdakwa Andi Baharuddin,SH.,MH 
sampai saati ini masih terikat dalam perkawinan 
dengan saksi Hasriani; 
 Bahwa benar perkawinan terdakwa Andi 
Baharuddin,SH.,MH dengan saksi Hasriani di 
laksanakan berdasarkan ajaran agama islam; 
 Bahwa benar sekarang ini terdakwa Andi 
Baharuddin,SH.,MH adalah anggota polri aktif; 
 Bahwa benar terdakwa Andi Baharuddin,SH.,MH 
telah dinikahkan oleh saksi Rusdi dengan anaknya 
bernama Juwita.R alias Ita pada tanggal 22 februari 
2010; 
 Bahwa pernikahan terdakwa Andi Baharuddin,SH.,MH 
dengan Juwita.R alias Ita dilakukan dirumahnya di 
jalan AP Pettarani II No.17 Makassar tanpa dicatatkan 
di KUA setempat; 
 Bahwa benar terdakwa Juwita.R alias ita telah 
mempunyai anak laki-laki bernama ilham; 
 Bahwa benar anak Juwita.R alias Ita adalah hasil 
perkawinan dengan terdakwa Andi 
Baharuddin,SH.,MH; 
 Bahwa benar sekarang ini terdakwa Andi 
Baharuddin,SH.,MH serumah dengan terdakwa 
Juwita.R alias Ita; 
 Bahwa terdakwa Juwita.R alias Ita mengetahui kalau 
terdakwa Andi Baharuddin,SH.,MH suami dari 
Hasriani yang masih terikat dalam perkawinannya; 
 Bahwa benar saksi Hasriani tidak pernah memberikan 
izin kepada suaminya terdakwa Andi 
Baharuddin,SH.,MH untuk kawin lagi; 
Dalam menilai keterangan seorang saksi, hakim harus 
bersungguh-sungguh memperhatikan : 
 Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan 
yang lain ; 
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 Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat 
bukti lain ; 
 Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk 
memberi keterangan tertentu; 
 Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu 
yang pada umumnya mempengaruhi dapat tidaknya 
keterangan itu dipercaya.77 
Sehubungan dengan apa yang dinyatakan oleh saksi 
dalam persidangan dan fakta-fakta yang terungkap maka jika 
dihubungkan dengan ketentuan Pasal 185 ayat (4) KUHAP 
yang menyatakan keterangan dari beberapa saksi yang berdiri 
sendiri-sendiri atau keadaan yang dapat di gunakan sebagai 
suatu bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada 
hubunganya satu dengan yang lain, sehingga dapat 
membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. 
Oleh karena keterangan yang diberikan oleh para saksi telah 
meberikan fakta-fakta dimuka persidangan yang mana bahwa 
benar telah terjadi sebuah perbuatan tindak pidana kawin lagi 
yang dilakukan oleh para terdakwa yaitu terdakwa Andi 
Baharuddin,SH.,MH dan terdakwa Juwita.R alias Ita, sehingga 
sesuia Pasal 185 ayat (4) KUHAP keterangan para saksi 
tersebut telah dapat menjadi sebuah alat bukti yang sah dalam 
                                                             
77 Hari Sasangka & Lily Rosita, Op.Cit., hlm.38-39. 
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perkara ini, walaupun terdapat dua orang saksi yang di telah di 
ajukan oleh para terdakwa untuk meringakan namun menurut 
penulis kesaksian yang di berikan saksi yang diajaukan para 
terdakwa tersebut hampir sama kesaksiannya yang di berikan 
saksi yang diajaukan oleh penuntut umum sehingga menurut 
penulis apa yang telah di ungkapkan 2 (dua) orang saksi 
tersebut di muka persidangan justru memperkuat petunjuk-
petunjuk atau fakta-fakta dalam persidangan yang telah di 
berikan oleh para saksi yang di ajukan oleh penuntut umum 
untuk membuktikan dakwaanya. 
b. Keterangan Terdakwa 
Keterangan terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 189 
ayat (1) KUHAP ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang 
pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia 
ketahui sendiri atau alami sendiri. Dalam perkara ini, 
berdasarkan fakta-fakta yang telah terungakap dalam 
persidangan telah membuktikan dakwaan penuntut umum 
bahwa terdakwa Andi Baharuddin,SH.,MH dan terdakwa Juwita 
alias Ita secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana 
kawin lagi tanpa izin dari pasangan sebelumnya sehingga 
majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 1 (satu) 
tahun kepada masing-masing terdakwa, sebagaimana yang 
dinyatakan oleh hakim ketua yang penulis wawancarai melalui 
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via telpon pada tanggal  23 april 2015 yaitu Bapak 
Suprayogi,SH.,MH menyatakan : 
“berdasarkan apa telah terungkap dimuka persidangan 
dalam hal ini para terdakwa terbukti secara sah dan 
meyakinkan telah melakukan tindak pidana kawin lagi, dan 
berdasarkan fakta-fakta yang ada pula  tidak terdapat fakta 
yang dapat meringankan para terdakwa walaupun dalam 
hal ini para terdakwa mengajukan saksi a de charge, selain 
itu para terdakwa juga mengakui dalam pemeriksaan 
dimuka persidangan melakukan sebuah perkawinan yang 
di selenggarakan disalah satu rumah orang tua terdakwa 
tanpa meminta izin dari pasangan sebelumya dari salah 
satu terdakwa tersebut sehingga terjadinya tindak pidana 
tersebut. dengan para terdakwa mengakuinya tentu ini 
menjadi poin penting dalam pembuktian penunutut umum 
dan menguatkan keyakinan yang dimiliki oleh hakim untuk 
menjatuhkan hukuman.” 
 
Sesuai dengan apa yang dikemukan oleh 
Suprayogi,SH.,MH yang menyatakan bahwa selama dalam 
pemerikasaan dimuka persidangan para terdakwa mengakui 
melakukan sebuah perkawinan yang di selenggarakan disalah 
satu rumah orang tua terdakwa tanpa meminta izin dari 
pasangan sebelumnya dari salah satu terdakwa, sehingga 
menyebabkan terjadinya tindak pidana kawin lagi, selain adanya 
keterangan terdakwa inilah yang menjadi alat bukti adapula 
keterangan para saksi yang memperkuat fakta-fakta yang ada, 
yang menambah keyakinan hakim sebagaimana diketahui 
bahwa hukum di Indonesia menganut hukum pembuktian 
negatif yakni diperlukan adanya keyakinan hakim terhadap 
suatu perkara. Jadi meskipun telah diajukan dua atau lebih alat 
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bukti yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 184 KUHAP, tetapi 
hakim tidak yakin maka hakim bisa saja memutus berdasarkan 
apa yang diyakininya.  
Selain itu menurut Suprayogi,SH.,MH selain alat bukti yang 
telah di paparkan diatas yang menjadi salah satu pertimbangan 
hakim dalam perkara tindak pidana ini dijelaskan dalam 
pejelasan beliau yaitu: 
“Selain dari alat bukti yang telah dihadapkan di muka 
persidangan menjadi pertimbangan hakim dalam 
menjatuhkan putusan pidana dalam hal ini hakim juga 
mepertimbangkan hal yang memberatkan dimana 
terdakwa Andi Baharuddin,SH.,MH  ini merupakan anggota 
polri aktif yang seharusnya menjadi panutan masyarakat 
namun terdakwa melakukan hal yang tidak pantas untuk di 
contoh  pada hal terdakwa Andi Baharuddin ini sediri 
tentunya mengetahui secara pasti negara kita merupakan 
sebuah negara hukum yang mana setiap tingkah laku kita 
di batasi oleh hukum yang ada dinegara sehingga dalam 
bertindak haruslah berhati-hati” 
 
Penulis beranggapan bahwa apa yang dikemukan 
Suprayogi,SH.,MH benar karena dalam hal ini terdakwa Andi 
Baharuddin,SH.,MH merupakan seorang anggota Polri aktif 
yang seharusnya menjadi salah satu penegak hukum yang 
melindung serta menjadi panutan masyarakat justru 
memberikan contoh yang tidak pantas, selain itu menurut 
penulis hakim juga beranggapan untuk terdakwa Juwita.R alias 
Ita sebagai seorang wanita yang seharusnya mengetahui 
seperti apa perasaan yang dimiliki seorang seorang wanita 
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namun dalam hal ini ia dapat mencedarai perasaan yang dimiliki 
seorang wanita dan kaum para istri.  
Berdasarkan hal-hal yang terungkap dipersidangan dari 
keterangan saksi, dan keterangan terdakwa yang menjadi 
pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan pertimbangan 
hakim yang menggangap terdakwa Andi Baharuddin,SH.,MH 
seharusnya menjadi panutan sebagai seorang anggota Polri 
aktif serta apa dilakukan terdakwa Juwita.R alias ita dapat 
mencederai perasaan kaum wanita dan kaum istri merupakan 
salah satu pertimbangan yang bersifat non yuridis dikaitkan 
dengan keyakinan-keyakinan hakim yang terjadi maka hakim 
















1. Penerapan hukum pidana materil pada Perkara No. 
1416/Pid.B/2014/PN.Mks adalah telah sesuai, dimana terdakwa 
di dakwa dengan dakwaan alternatif. Adapun dakwaan pertama 
yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP 
untuk terdakwa Andi Baharuddin,SH.,MH dan Pasal 279 ayat (1) 
ke-2 KUHP untuk terdakwa Juwita R. alias Ita. Dakwaan kedua 
yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP 
untuk kedua terdakwa, dan dakwaan ketiga yakni sebagaimana 
diatur dalam Pasal 284 KUHP untuk kedua terdakwa. Terdakwa 
dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun untuk masing-
masing terdakwa karena berdasarkan fakta-fakta persidangan 
diketahui bahwa perbuatan para terdakwa telah memenuhi 
keseluruhan unsur-unsur yang telah didakwakan pada dakwaan 
pertama. 
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan 
terhadap para terdakwa adalah didasarkan pada alat bukti 
sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yakni 
berdasarkan proses pemeriksaan keterangan saksi, keterangan 
terdakwa yang membuktikan bahwa benar telah terjadi tindak 
pidana menikah lagi untuk kedua kalinya tanpa izin dari 
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pasangan sebelumnya salah satu terdakwa sebagai dasar 
pertimbangan hukum hakim yang bersifat yuridis. Selain itu 
hakim menganggap terdakwa Andi Baharuddin,SH.,MH yang 
merupakan anggota Polri seharusnya menjadi panutan bagi 
masyarakat dan untuk terdakwa Juwita R. alias ita hakim 
menganggap apa yang dilakukannya dapat mencederai 
perasaaan kaum wanita dan para istri. Hal ini menjadi 
pertimbangan non yuridis dari hakim sehingga hakim memvonis 
pidana penjara 1 (satu) tahun. 
B. Saran 
Berdasarkan dari kesimpulan tersebut, maka penulis menyarankan 
beberapa hal sebagai berikut :   
1. Diharapkan para hakim dalam menjatuhkan putusan selain perlu 
mempertimbangkan faktor sosiologis dari terdakwa juga harus 
mempertimbangkan akibat dari perbuatan para terdakwa 
termasuk juga kerugian yang ditimbulkan bagi pihak korban 
(khususnya psikis korban sehingga merasa malu terhadap 
masyarakat sekitar karena dimadu merupakan suatu hal yang 
memalukan dalam hidup berumah tangga), agar pertimbangan 
hakim dapat seimbang dan putusan tersebut kedepannya dapat 
lebih obyektif.  
2. Penulis berharap kepada seluruh lapisan penegak hukum yang 
seyogyanya menjadi teladan bagi masyarakat dan sebagai 
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orang-orang yang lebih mengetahui hukum yang ada di negara 
kita ini agar lebih hati-hati bertindak.  
3. Penulis berharap pula kepada masyarakat agar lebih sadar 
dalam membina rumah tangga yang harmonis karena rumah 
tangga yang harmonis akan menciptakan kedamaian dalam 
rumah tangga dan dapat meminimalisir berpalingnya salah satu 
pasangan (baik itu seorang suami / isteri) kepada wanita atau 
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